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ABSTRAK 
HARIS KONDANG PRADANA , C93216082. Analisis Hukum Pidana Islam dan 
Hukum Positif Terhadap Balapan Liar Anak Remaja (Studi Analisis di Kelurahan 
Begadung  Kabupaten Nganjuk. ( Di Bimbing oleh Drs.H. Imron Rosyadi ,SH.,M.H.)  
Penelitian ini merupakan  jenis penelitian lapangan (Field Research), dengan 
menggunakan metode analisis Deskriptif dan berjenis kualitatif. Penggalian data pada 
penelitian ini yaitu melalui Observasi,wawancara dan Dokumentasi. Sumber Data 
Primer meliputi wawancara dengan pelaku Balap Liar, Warga Sekitar Area Balap 
Liar, Polisi Resot Nganjuk. Sumber Data Sekunder nya meliputi keperpustakaan yaitu 
Buku, Jurnal, Dokumen dan sebagainya yang berkaitan dengan tema dalam 
penelitian.  
Titik fokus  penelitian ini lebih kepada kronologi serta mendeskripsikan alur 
balapan liar yang begitu di gandrungi oleh anak remaja di Daerah Kelurahan 
Bagadung dan sekitarnya yang berada di Kabupaten Nganjuk dan di lanjutkan dengan 
Analisis dari segi Hukum Islam yang berupa ta’zīr dan Hukum Positif yang berupa 
UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan hasil akhir 
merupakan perpaduan antara Hukum Islam dan Hukum Positif dalam menganalisis 
balapan liar sesuai dengan Nass dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
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BAB I  
PENDAHULUAN  
 
A.  Latar Belakang Masalah  
Dalam proses pencarian jati diri masa remaja adalah masa transisi atau masa 
peralihan yang mana proses ini ialah masa berubahnya Psikis, Perilaku,fisik dan 
Pemikiran remaja yang harus di perhatikan setiap perubahannya.1 semua remaja 
mengalami secara sadar maupun tidak sadar proses peralihan tersebut sehingga tidak 
jarang banyak remaja yang gagal dalam masa transisi tersebut. Di samping itu 
remaja yang tidak dapat menyadari masa peralihannya sendiri akan cenderung 
gampang terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat negatif seperti Narkoba,Tawuran, 
Balap Motor dan lain sebagainya.2 Seperti contoh balapan motor liar dikarenakan 
masa remaja ialah masa yang haus akan keingintahuan yang tinggi terpengaruh oleh 
ajakan teman atau hanya sekedar ingin di sebut pemenang dalam beradu cepat 
kendaraan. Maka tak jarang para pembalap di buat kocar-kacir oleh polisi yang 
melakukan razia untuk membubarkan aksi balap liar.  
Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan secara terorganisasi baik 
motor maupun mobil yang di lakukan di atas lintasan umum dengan peraduan 
                                                             
1 “Remaja Masa Peralihan Dari Anak – Anak ke Dewasa”, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Remaja, 
(di akses pada tanggal 09 Oktober 2019 pukul 06:24 Wib). 
2 Sofyan S. Willis, Remaja & Masalahnya, (Bandung: Alfabeta. 2014), 1.  


































berdasarkan jenis,kecepatan dan kapasitas mesin3. Balapan liar ini kerap kali di 
lakukan pada jam malam mulai dari pukul 12.00- 04.00 Wib yang mana balap liar ini 
berpotensi kriminalitas karena di lakukan pada jam-jam rawan kejahatan. artinya 
kegiatan ini sama sekali tidak di gelar di lintasan balap resmi, melainkan di jalan 
raya umum.Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan jalan, yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan 
bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf  B 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling 
banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”.4 serta memenuhi unsur-unsur tindak 
pidana pada pasal 503 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
karena mengganggu ketentraman masyarakat dimalam hari oleh suara ingar atau riuh  
dari knalpot motor para pelaku balap liar.5  
Faktor-Faktor penyebab terjadinya tindak pidana balap liar ialah disebabkan 
oleh buruknya kontrol diri dari remaja yang tidak dapat mengkontrol keinginan 
untuk mencari jati diri dengan cara melakukan hal-hal baru dan juga melemahnya 
kontrol sosial diakibatkan kegagalan keluarga, lingkungan, sekolah dan penegakan 
hukum untuk menjalankan fungsi kontrolnya. Faktor umum penyebab balap liar 
meliputi Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan membuat mereka memilih jalan 
                                                             
3 Agus Zubadu Zaman, “Pengertian Balap Liar dan Akibatnya”, dalam 
http://aguszubaduzzaman.blogspot.com/2015/01/pengertian-balap-liar-dan-akibatnya.html?m=1, (di 
posting pada tanggal 30 januari 2015: di akses pada tanggal 17 Oktober 2019 pukul 08:32 Wib).  
4 Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan 
Jalan.  
5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , ( Penerbit :Permata Press,2018).   


































raya umum sebagai gantinya. Di dalam ajang beradu cepat balap liar tersebut juga di 
warnai dengan adu gengsi dan pertaruhan nama besar pelaku balap liar atau joki 
maupun bengkel yang memodifikasi motor balap tersebut.  
Dampak bagi masyarakat sekitar jelas di rasakan dari suara ingar kendaraan 
balap yang berisik , para pelaku balap liar menjadi ugal-ugalan dan tidak dapat di 
hindari terjadinya taruhan pasang nasib pada salah satu pelaku balap liar, akibatnya 
Judi pun masuk dalam kegiatan balap liar ini selanjutnya dapat di sebut berpotensi 
kriminalitas yang mengandung unsur pidana. Sebagai masyarakat sudah semestinya 
tidak menginginkan daerah tempat tinggalnya digunakan untuk balap liar. Usaha 
masyarakat sekitar yang bisa dilakukan untuk mencegah balap liar agar tidak terjadi 
di daerah tempat tinggal mereka yakni ketika masyarakat melihat akan terjadi balap 
liar di lingkungan mereka, masyarakat akan menghubungi pihak kepolisian agar 
membubarkan grombolan yang akan melakukan balap liar.   
Data kalkulasi balap liar yang terjaring razia di Polres Nganjuk yang terbaru 
sangat ironis yakni terbilang sebanyak 231 kendaraan sepeda motor diamankan di 
Polres Nganjuk. Ratusan sepeda motor itu terjaring aksi balap liar, ketika razia 
sedang berlangsung  banyak sekali mulai dari penonton balapan, bengkel yang 
memodifikasi dan para penjudi yang ikut taruhan berusaha mengelabuhi polisi 
dengan berpura-pura hanya lewat saja ketika balapan sedang berlangsung.6 Hal 
                                                             
6 Zainul Arifin, “Ratusan Sepeda Motor di Amankan Saat Aksi Balap Liar di Nganjuk”, dalam 
http://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4546241/ratusan-motor-diamankan-saat-aksi-balap-liar-
di-nganjuk (di posting pada tanggal 12 Mei 2019 pukul 15:58 Wib: di akses pada tanggal 09 Oktober 
2019 pukul 12:00 Wib). 
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4 
tersebut menjadi momok tiap tahun yang harus di berantas oleh aparat penegak 
hukum dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. 
Di dalam kehidupan bermasyarakat jika semua lapisan dalam masyarakat 
bersedia untuk patuh dan taat pada aturan yang berlaku bisa dipastikan semua 
mobilitas dalam bermasyarakat terkait keamanan akan berjalan lancar dan tertib. 
Lembaga Pemerintah dalam  suatu  Negara bertugas untuk merumuskan Peraturan-
Peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan 
bagi masyarakat. Sebagaimana di atur dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang 
menjelaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.7   
Sebuah Produk Hukum dapat disebut berhasil apabila bisa memberikan 
kemanfaatan bagi masyarakat luas , juga bisa memberikan arti secara Yuridis dan 
Filosofis seperti halnya dengan peraturan lalu lintas yang termuat dalam UU NO. 22 
tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan , yang di definisikan sebagai gerak 
kendaraan dan orang di luar lalu lintas jalan. Lalu lintas mempunyai peran penting 
dalam mobilitas berkendara karena berkaitan langsung dengan transportasi dan 
angkutan jalan. Ada tiga hal yang harus terpenuhi untuk menciptakan ketertiban 
dalam berlalu lintas. Yang pertama ialah jaminan dan kelancaran serta keamanan 
dalam berlalu lintas, yang kedua ialah prasarana jalan raya , dan yang ketiga ialah 
7 Tim Penyusun Hasil UUD 1945, Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Sekretaris Jendral dan 
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, cet. Ke-11, 2010. 


































lalu lintas yang berlangsung secara ekonomis dan perlindungan terhadap lingkungan 
hidup.8 
Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 2009 ialah UU pengganti dari Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang telah 
disempurnakan dan di perbarui, Selanjutnya pemerintah telah mengesahkan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan 
jalan , yang selanjutnya di sebut UU lalu lintas dan angkutan jalan. Pada Bab XX 
tentang ketentuan pidana berlalu lintas dan angkutan jalan  lebih tepatnya pada pasal 
273-317 memuat tentang sanksi hukuman atau ganjaran  bagi pengendara bermotor 
dan pengguna alat transportasi yang melakukan pelanggaran.9  
Berkembangnya laju lalu lintas dan angkutan jalan yang telah di atur dalam 
sebuah kesatuan sistem, yang di lakukan dengan menggabungkan elemen-elemen 
dalam lalu lintas meliputi jaringan transportasi jalan, kendaraan beserta 
pengemudinya serta peraturan-peraturan dan prosedur yang di buat sedetail mungkin 
sesuai Standart Operasional Prosedur ( SOP) dengan harapan terwujudnya SOP yang 
berdaya guna bagi pelaku lalu lintas.10 
Dari penjelasan yang di sampaikan oleh penulis di atas dapat disimpulkan 
bahwa sebagai warga negara yang baik dan taat akan hukum seharusnya selalu patuh 
                                                             
8 Ibid. 
9 Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan.  
10 Leden Marpaung, Asas Teori hukum pidana. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2005), 25. 
 


































dalam setiap jengkal peraturan termasuk dalam berlalu lintas sehingga akan 
terciptanya kehidupan sosial yang kondusif.  
Melalui latar belakang di atas maka penulis ingin melihat dari perspektif 
hukum untuk meniliti fenomena balap liar dengan judul  : “Analisis Hukum Pidana 
Islam dan Hukum Positif terhadap Balapan Liar Anak Remaja (Studi Analisis di 
Kelurahan Begadung Kabupaten Nganjuk)”  
 
B.  Identifikasi dan Batasan Masalah 
Dari latar belakang yang di paparkan oleh penulis terdapat beberapa 
problematika, yang mana problematika tersebut menjadi acuan sekaligus bahan 
identifikasi dalam kelanjutan penelitian ini. Dalam identifikasi masalah perlu adanya 
pertimbangan yang matang dalam setiap point-nya sehingga jelas permasalahan yang 
di kaji dalam setiap jengkal penelitian ini, maka penulis mengidentifikasi 
permasalahan penelitian sebagai berikut:  
1. Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya balapan liar  
2. Dampak Balapan liar Terhadap masyarakat bagi remaja  
3. Teknis ketika balapan sedang berlangsung  
4. Penerapan Hukuman dari segi  lalu lintas  bagi pelaku balap liar  
Untuk mengkerucutkan penelitian ini supaya dalam pembahasan setiap bab 
karya ilmiah pada kasus ini tidak melebar dan tepat pada sasaran dengan berdasar 
dari latar belakang di atas maka penulis membatasi ada dua Batasan Masalah, yang 


































mana batasan masalah ini nanti manjadi pagar pembatas pada objek penelitian kasus 
ini, maka batasan masalah tersebut Sebagai Berikut :  
1. Mendeskripsikan Pelanggaran Lalu Lintas Balapan Liar yang di lakukan oleh 
Anak Remaja di Kelurahan  Begadung Kabupaten Nganjuk.  
2. Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Balapan Liar Anak 
Remaja di Kelurahan Begadung Kabupaten Nganjuk.  
 
C.  Rumusan Masalah  
Berdasarkan pada pemaparan latar belakang di atas maka penulis 
mengidentifikasikan Rumusan Masalah sebagai berikut :  
1. Bagaimana Deskripsi Pelanggaran Lalu Lintas Balapan Liar yang di lakukan oleh 
Anak Remaja di Kelurahan Begadung Kabupaten Nganjuk? 
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Balapan 
Liar Anak Remaja di Kelurahan Begadung Kabupaten Nganjuk?  
 
D.  Kajian Pustaka  
Upaya penelitian pelanggaran lalu lintas balap liar ini di lakukan dengan cara 
Studi lapangan atau Empiris dan keperpustakaan yang di analisis dalam Hukum 
Positif dan Hukum Islam. Penggalian data dalam penelitian ini langsung dari 
Responden sebagai data primer dan literatur keperpustakaan sebagai data sekunder 


































namun tidak menutup kemungkinan penulis juga menggunakan rujukan hasil karya 
ilmiah (skripsi) yang pernah di tulis oleh peneliti-peneliti sebelumnya, dalam hal ini 
kajian pustaka atau referensi berupa skripsi yang bersangkutan dengan kasus ini di 
gunakan sebagai perbandingan dan tolok ukur dalam penyusunan karya ilmiah ini, 
yaitu sebagai berikut:  
1. Skripsi (2017) oleh Ubaidillah Tsani Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 
Surabaya dengan judul Penelitian “Bimbingan dan Konseling Islam Dengan 
Terapi Behavior untuk Menangani Kenakalan Remaja Seorang Pelaku Balap 
Motor Liar di Desa Keramat Kabupaten Nganjuk”. Penelitian ini lebih 
menekankan kepada teknis bimbingan dan konseling islam untuk menangani 
kenakalan remaja pelaku balap liar di desa kramat kabupaten Nganjuk.11  
2. Skripsi (2017) Oleh Lismaharia Febry, Universitas Riau , Pekanbaru. Dengan 
judul Penelitian  “Balapan Liar di Kalangan Remaja” (Studi Kasus Pelajar SMP-
SMA Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru). Penelitian ini 
menjelaskan Faktor dan dampak balap liar di kalangan para pelajar di kawasan 
Rumbai kota pekanbaru.12  
3. Skripsi (2017) Oleh A.Mulia Arief , Universitas Hasanudin Makassar. Dengan 
judul penelitian “Tinjauan kriminologis terhadap balapan liar oleh Remaja di 
                                                             
11 Ubaidillah Tsani, “Bimbingan dan Konseling Islam Dengan Terapi Behavior untuk Menangani 
Kenakalan Remaja Seorang Pelaku Balap Motor Liar di Desa Keramat Kabupaten Nganjuk” 
(Skripsi--Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2017), 5.  
12 Lismaharia Febry, “Balapan Liar di kalangan Remaja” (Studi Kasus di kalangan Pelajar SMP-SMA 
Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru) ( Skripsi--Universitas Riau, Pekanbaru 
,2017) , 6.  


































wilayah hukum kepolisan Resor Maros”. Penelitian ini menjelaskan Aspek 
Hukum dan faktor terjadinya balap liar di kalangan remaja dalam wilayah hukum 
polres maros.13 
4. Skripsi (2017) Oleh Sonny Hendra Septian, Universitas Airlangga Surabaya. 
Dengan penelitian yang berjudul   “Remaja Dalam Fenomena Balap Liar  (Studi 
Kasus Tentang Remaja yang Menjadi Anggota Kelompok Balap Liar Di 
Jombang)”.  
5. Skripsi (2017) Oleh Juwanda , Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry 
Darussalam Banda Aceh. Penelitian yang berjudul  “Peran Kepolisian Dalam 
Penanggulangan Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Bandar Dua 
Kabupaten Pidie Jaya”.  
6. Skripsi (2017) Oleh Ferry Agung Santoso, Universitas Maritim Raja Ali Haji 
Tanjungpinang. Dengan judul penelitian “Perilaku Menyimpang Pelaku Balap 
Liar Kalangan Remaja Di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan”. 
Penelitian ini lebih fokus kepada penyebab terjadinya balap liar di kalangan 
remaja di kawasan kecamatan bintan timur kabupaten bintan.14 
Dari beberapa kajian pustaka di atas dengan penelitian yang sedang di lakukan 
penulis, terdapat beberapa kesamaan yaitu membahas tentang pelanggaran lalu 
lintas. Hanya saja yang membedakan antara penelitian yang sedang di teliti oleh 
                                                             
13 A. Mulia Arief, “Tinjauan Kriminologis terhadap balapan liar oleh remaja di wilayah hukum 
kepolisian Resor Maros”. ( Skripsi--Universitas Hasanudin, Makassar, 2017), 6.  
14 Ferry Agung Santoso, “Perilaku menyimpang pelaku balap liar kalangan remaja di kecamatan bintan 
timur kabupaten bintan”. (Skripsi--Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, 2017), 6.  


































penulis dengan penelitian yang lain yaitu terdapat pada Hukum dan sanksinya jika di 
tinjau dari UU lalu lintas dan Hukum Pidana islam yang sedang terjadi di wilayah 
hukum Polres Nganjuk.  
 
E.  Tujuan Penelitian  
 Dari Rumusan masalah tersebut maka dalam penelitian ini penulis membuat   
tujuan penelitian sebagai berikut:  
1. Untuk mengetahui Deskripsi Pelanggaran Lalu Lintas Balapan Liar yang di 
lakukan oleh Anak Remaja di Kelurahan Begadung Kabupaten Nganjuk.  
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap 
Balapan Liar Anak Remaja di Kelurahan Begadung Kabupaten Nganjuk.  
 
F.  Manfaat Penelitian  
Dalam penelitian ini di harapkan mampu memberikan dampak yang positif 
berupa manfaat dan kegunaan dalam dua aspek yaitu berupa Aspek Keilmuan atau 
teoritis dan Aspek Terapan atau Praktis, untuk lebih jelasnya akan di uraikan sebagai 
berikut :  
1. Aspek Keilmuan (Teoritis)   
Secara teoritis Penelitian ini di harapkan mampu menjadi karya tulis yang 
dapat memberi kontribusi keilmuan dan memperkaya khasanah keilmuan Hukum 


































terutama di bidang Hukum Pidana maupun Hukum Pidana Islam kaitannya dengan 
pelanggaran balapan liar yang di lakukan oleh remaja termasuk kejahatan yang 
masuk dalam lingkup pidana.  
2. Aspek Terapan (Praktis)   
Secara Praktis, penelitian ini mempunyai manfaat dan kegunaan sebagai berikut:  
a. Menjadi acuan berkembangnya pemikiran-pemikiran yang bermunculan yang 
mengupas tuntas kasus pelanggaran lalu lintas balap liar khususnya penelitian-
penelitian dari kalangan akademisi dan pemerhati hukum agar kasus pelanggaran 
lalu lintas balap liar dapat menemukan solusinya baik dari tindakan preventif 
secara hukum yang lebih efisien maupun tindakan represif yang benar-benar 
membuat efek jera.  
b. Menjadi Referensi dan memperkaya wawasan bagi peneliti serta peminat 
penelitian hukum, pembaca dan masyarakat luas mengenai kasus pelanggaran lalu 
lintas balap liar sehingga akan memicu empati sosial dan sensitifitas hukum 
khususnya kepekaan masyarakat dalam melaporkan dengan segera apabila 
mengetahui adanya pelanggaran hukum.  
 
G.  Definisi Operasional  
Untuk meminimalisir multitafsir dan kesalahan pemahaman dalam memahami 
penelitian yang oleh penulis lakukan dengan judul “ Analisis Hukum Pidana Islam 
dan Hukum Positif  Terhadap  Balapan Liar Anak Remaja (Studi Analisis di 


































Kelurahan Begadung Kabupaten Nganjuk”). Maka penulis akan memaparkan 
beberapa istilah yang terdapat dalam karya ilmiah ini :   
1. Hukum Pidana Islam  : Ketentuan Hukum mengenai tindak pidana atau tindak 
kriminal atas jari@mah yang di lakukan oleh orang – orang mukallaf  dari 
pemahaman atas dalil yang terperinci berdasarkan Al-Qura@n dan Al Hadits.  
2. Hukum Positif : Hukum yang (dipositifkan) atau di berlakukan dalam suatu 
masyarakat tertentu dalam jangka waktu dan tempat tertentu. Hukum Positif juga 
merupakan Ius Constitutum yaitu hukum yang sudah di tetapkan untuk di 
berlakukan saat ini pada suatu tempat atau negara tertentu  
3.  Balapan Liar  :  Kegiatan beradu cepat kendaraan , baik sepeda motor atau mobil 
yang di lakukan di atas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak di 
gelar dilintasan balap resmi , melainkan di jalan raya. 
4. Remaja: adalah waktu manusia berusia belasan tahun. Pada masa remaja manusia 
tidak dapat di sebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula di sebut anak-anak. 
Masa ini di sebut masa transisi atau proses dari masa anak-anak ke dewasa. 
 
H. Metode Penelitian  
Metode Penulisan dan karakterisitk dalam pembahasan skripsi ini 
menggunakan metode penelitian Kualitatif, karena Data yang di sajikan bukan 


































merupakan Angka, namun menggunakan Deskripsi Data untuk di analisis secara 
Empiris.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian Studi Lapangan (Field 
Research) atau bahasa hukumnya metode penelitian Empiris. Dalam penyebutan lain 
Empiris di sebut juga dengan Non Doktrinal. Secara umum dalam metode penelitian 
hukum terdapat dua jenis penelitian yaitu Normatif (Doktrinal) dan Empiris (Non 
Doktrinal). Perbedaan secara jelas antara penelitian Doktrinal/Normatif dengan 
penelitian Non Doktrinal/Empiris terletak pada target penelitian kedua metode 
tersebut. Jika Penelitian Doktrinal/Normatif lebih fokus kepada Doktrin atau Norma, 
sedangkan dalam penelitian Non Doktrinal/Empiris lebih fokus mencari tahu tentang 
hukum dalam penerapan maupun konteks sosialnya.15 Perbedaan penelitian antara 
Doktrinal dan Non Doktrinal membawa konsekuensi pada tiap langkah yang harus di 
tempuh, walaupun metodologik antara keduanya tidak berbeda. Namun langkah 
teknis pada kedua penelitian tersebut berbeda. Yang satu menekankan pada 
spekulatif-kontemplatif dan analisis normatif-kualitatif, Sedangkan yang satunya 
pada aksi observasi dan analisis yang bersifat Empirik-Kuantitatif.16  
Melalui penjelasan metode penelitian yang di paparkan di atas maka penulis 
ingin mengetahui secara mendalam mengenai Balapan yang di lakukan oleh anak 
remaja di Kelurahan Begadung Kabupaten Nganjuk di tinjau dari Hukum Positif dan 
Hukum Pidana Islam. Jenis pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 
                                                             
15 Munir Fuady, Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep (Depok: Rajawali Pers, 2018), 140. 
16 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 102. 


































studi kasus yang dilakukan di lapangan, yakni langsung ke target penelitian untuk 
memperoleh data primer.  
1. Data yang di kumpulkan  
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka data yang di 
kumpulkan adalah sebagai berikut :  
a. Akibat hukum secara hukum islam dan hukum positif terhadap balapan liar 
yang di lakukan remaja di Kelurahan Begadung Kabupaten Nganjuk 
b. Sanksi pidana bagi pelaku balap liar (joki)  
c. Penerapan sanksi dan tindakan oleh Polisi Resort kabupaten Nganjuk  
2. Sumber Data  
 Untuk mendapatkan data yang lengkap,rinci dan dapat di pertanggung jawabkan, 
serta mempunyai relevansi yang akurat sesuai dengan penelitian ini maka sumber 
data dalam penelitian ini  adalah sebagai berikut :  
a. Sumber Data Primer  
 Sumber data pimer adalah data pokok atau data utama dalam penelitian , yaitu 
dengan cara wawancara responden atau masyarakat dan aparat penegak hukum 
atau polisi. Sumber data primer meliputi:  
1) Pelaku balap liar atau joki yang mengemudikan kendaraan ketika adu 
kecepatan di lintasan jalan raya umum  
2) Bengkel tempat kendaraan di modifikasi sehingga siap di buat adu 
kecepatan balap liar  


































3) Aparat penegak hukum kepolisian Kabupaten Nganjuk  
4) Dokumentasi, yaitu notulen atau berkaitan dengan hal-hal kendaraan 
bermotor berupa foto kegiatan balap liar ketika kendaraan balap liar sedang 
berlangsung(Sampel Peristiwa)  
b. Sumber Data Sekunder  
Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah data primer di 
peroleh, dan data sekunder bersifat data pelengkap atau data pendukung.data 
ini merujuk pada referensi dan literatur keperpustakaan yang mempunyai 
korelasi dengan judul dan pembahasan penelitian ini seperti buku, catatan, 
Jurnal, dokumen dan website.  
3. Lokasi dan Daerah Penelitian  
 Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Begadung Kabupaten Nganjuk. Yang mana 
di daerah tersebut kerapkali masih banyak remaja yang melakukan pelanggaran 
lalu lintas berupa balap liar di malam hari.  
4. Teknik Pengumpulan Data  
 Untuk memperoleh data yang relevan dan akurat sesuai dengan judul dan 
rumusan masalah dalam penelitian ini ,maka dalam teknik pengumpulan data 
penulis menggunakan metode sebagai berikut:  
a. Observasi  
Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati objek 
penelitian secara mendetail ( melihat, memperhatikan, mendengar, dan 


































mencatat setiap pergerakan dari objek yang di teliti).17 Penulis menggunakan 
teknik observasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data dalam menyusun 
karya ilmiah ini untuk mengamati secara langsung kegiatan balap liar yang 
terjadi di wilayah hukum polres Nganjuk. 
b. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengambil gambar 
kegiatan sebagai sampel dan barang bukti bahwa kegiatan itu sedang 
berlangsung, atau apa saja yang berhubungan dengan mengambil sampel 
sebagai barang bukti. 
c. Wawancara 
Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara berdialog antara 
penulis dengan responden untuk memperoleh data yang di inginkan oleh 
penulis.18 Teknik wawancara digunakan oleh penulis untuk memudahkan 
dalam penggalian data terkait dengan kasus balap liar di Kelurahan Begadung 
kabupaten Nganjuk.  
5. Teknik Analisis Data  
  Analisis data merupakan teknik untuk mencari dan menyusun data secara 
sistematis yang di peroleh dari catatan hasil dokumentasi, wawancara,dan kajian 
pustaka19. Selanjutnya setelah data yang dibutuhkan sudah terkumpul maka data 
                                                             
17Sugiono,Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D,70.  
18 Suharsimi Arikunnto,Prosedure Penelitian;suatu pendekatan Praktik,(Jakarta:Rineka 
Cipta,2006),155. 
19 Sugiono, Metode Penelitian…,244.  


































tersebut akan di analisis menggunakan metode Deskriptif Analitis yang di 
tujukan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara jelas dan mendetail 
untuk dikaji dan disusun secara sistematis untuk di analisis dengan menggunakan 
undang-undang yang berlaku dan hukum islam yang relevan.  
  Langkah selanjutnya, dalam menganalisis data penulis juga menggunakan 
metode Induktif. Metode Induktif yaitu metode dari khusus ke umum. Untuk 
lebih memudahkan pemahaman maka kasus balapan liar yang terjadi di Kelurahan 
Begadung Kabupaten nganjuk, di tarik dalam lingkup hukum islam berupa Fiqh 
dan dalil-dalil yang bersangkutan dan juga di analisis dalam Hukum Positif.  
 
I. Sistematika Pembahasan  
Untuk mempermudah penulis dalam penulisan karya ilmiah ini dan juga dapat 
memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini, maka penulis membuat 
sistematika penulisan secara sistematis, yakni sebagai berikut :  
Bab pertama meliputi Pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: 
Latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, 
kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian 
dan sistematika pembahasan.  
Bab kedua mencakup tentang konsep umum atau landasan teori baik secara 
hukum Pidana Islam maupun hukum positif yang akan di gunakan untuk 


































menganalisa permasalahan yang ada. Berisi tentang Hukuman atau sanksi berupa 
ta’zi@r dalam hukum Pidana islam serta membahas pengertian ta’zi@r dan macam-
macam ta’zi@r dan juga dasar hukumnya, selain dalam hukum Pidna islam peneliti 
akan menulis tentang konsep hukum positif  pada pasal 297 uu no 22 tahun 2009 
tentang lalu lintas dan angkutan jalan. 
Bab tiga merupakan bab dimana penulis akan memaparkan mengenai 
konstruksi hukum positif dan hukum islam terkait pelanggaran lalu lintas berupa 
balapan liar yang di lakukan oleh remaja , termasuk di dalamnya meliputi Kronologi 
Balapan Liar yang di lakukan oleh Remaja di Kelurahan Begadung Kabupaten 
Nganjuk dan Profil Kelurahan Begadung Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk.  
Bab Empat, pada bab ini penulis akan menyajikan analisis Hukum Pidana 
Islam dan Hukum Positif terhadap Balapan Liar yang di lakukan oleh anak remaja di 
Kelurahan Begadung Kabupaten Nganjuk.  
Bab lima, pada bab terakhir ini penulis memaparkan kesimpulan dari 
pembahasan serta masukan dan saran sebagai bahan evaluasi untuk penelitian-
penelitian selanjutnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan saran, solusi dan 
kontribusi dari penulis sebagai sumbangsih terhadap kasus balapan liar dan segala 








































KONSEP JARI@MAH TA’ZI@R DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN UU NO. 
22 TAHUN 2009   
 
A.  Hukum Ta’zi@r  Bagi Balapan Liar  
1. Pengertian Ta’zi@r  
Pengertian ta’zi@r secara etimologis adalah mencegah dan menolak, yang berarti 
bersifat Preventif (mencegah) supaya perbuatan tersebut tidak di lakukan.1 Terdapat 
perbedaan yang signifikan antara Qisa@s dan Hudu@d. Sanksi dari Jari@mah qisa@s dan 
hudu@d di atur secara tegas dan jelas dalam Al-Qura@n dan Al-hadits, sedangkan ta’zi@r 
tidak demikian. Ta’zi@r merupakan perbuatan pelanggaran yang merujuk pada 
kekuasaan penguasa, Para Hakim dan Wakil-Wakilnya untuk mengatur 
permasalahan dan mendisiplinkan warganya dengan kewenangannya masing-
masing.2 Dalam fiqh jina@yah, ta’zi@r merupakan jari@mah yang sanksi hukumannya di 
tentukan oleh penguasa termasuk besar kecilnya hukuman tersebut.3 Pada jari@mah 
ta’zi@r tidak di tentukan dengan pasti tentang macam dan hukuman pada jari@mah 
ta’zi@r karena jari@mah ta’zi@r sendiri berkaitan langsung dengan perkembangan 
masyarakat yang selalu dinamis berubah dan berkembang setiap saat. Dalam 
                                                             
1 M.Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2016), 93. 
2 Sahid, Epistemologi Hukum Pidana Islam, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 13. 
3 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Sabaeni, Hukum Pidana Islam (Fiqh )̄, (Bandung: Pustaka Setia, 
2013), 75. 


































memutus perkara ta’zi@r penguasa harus tetap memperhatikan kaidah dan Nass 
keagamaan dalam setiap pertimbangannya sebab keputusan tersebut menyangkut 
kepentingan umum dan akan berdampak secara langsung.4 
Sesuatu peraturan dapat di anggap maslahat karena kesesuaian antara sosio 
Kultur dengan peraturan tersebut, sehingga peraturan dapat di anggap hampir 
sempurna pola penerapan pada masyarakat yang bersangkutan. Suatu perbuatan 
dapat di anggap jari@mah apabila bertentangan dengan kemaslahatan umum, akan 
tetapi tidak akan di anggap sebagai jari@mah lagi jika kemaslahatan umum 
menghendaki demikian.5 Pemberian wenang dalam memutuskan jari@mah langsung 
kepada penguasa terhadap orang yang melakukan jari@mah, di maksudkan untuk 
memberikan keleluasaan kepada Uli@ Al-Amr yang berwenang untuk memutus 
perkara sesuai situasi dan kondisi yang sedang berlangsung di wilayahnya. 
Begitupun dengan perbedaan lokasi di satu tempat kegiatan tersebut di anggap 
jari@mah namun di tempat lain hal demikian di biarkan bergitu saja. Maka hal 
demikian bersifat fleksibel dan dinamis karna mengikuti pertumbuhan dan 
perkembangan masyarakat. Oleh karena itu jari@mah ta’zi@r di sebut sebagai jari@mah 
kemaslahatan umum. 
Hukuman (sanksi) pada Jari@mah ta’zi@r, Syara’ telah menyebutkan bahwa hanya 
terdapat bentuk-bentuk hukuman dari yang paling berat sampai yang paling ringan. 
Dalam kasus seperti ini hakim mempunyai wenang penuh dalam menangani jari@mah 
                                                             
4 M.Nurul Irfan, Hukum Pidana…, 93. 
5 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Sabaeni, Hukum Pidana Islam…, 75. 


































yang di lakukan oleh pelaku, Hakim bebas berijtihad untuk memvonis kepada pelaku 
jari@mah sesuai dengan Jari@mah yang di lakukan pelaku dan keadaan pelaku.6 Dan 
tentunya dengan perpegang teguh pada ketentuan Nass yang telah di Syariatkan dan 
untuk di berlakukan penerapannya pada jari@mah ta’zi@r. Walaupun demikian, Syara 
telah menyebutkan sebagian kecil jari@mah dan berlaku di berbagai tempat tanpa ada 
pengecualian. Maka jari@mah ta’zi@r seperti ini akan berlaku abadi atau selamanya dan 
tidak akan terjadi perubahan terhadap jari@mah tersebut. Artinya perlakuan atau 
perbuatan seperti itu akan tetap di anggap sebagai jari@mah sebelum ada perubahan 
dari dalam masyarakat itu sendiri.  
Syara’ menentukan bahwa Ta’zi@r di antaranya ada beberapa jenis yaitu 
Khianat, Suap Menyuap, Memasuki rumah orang lain tanpa izin, riba, Berjudi, 
Ingkar janji, Makan makanan tertentu, Menipu timbangan dan lain sebagainya. 
Walaupun syara’ menentukan tentang bentuk dan hukuman jari@mah ta’zi@r, namun 
untuk implementasi sanksi dan hukumannya di serahkan sepenuhnya pada kebijakan 
Hakim. Meskipun di serahkan sepenuhnya kepada kebijakan para Hakim akan tetapi 
yang di maksudkan di sini bahwa pemberian kekuasaan kepada Hakim yang di 
peruntukan untuk menangani jari@mah ta’zi@r, tidak berati Hakim dapat berbuat 
sewenang-wenang sesuai kemauan Hakim. Hakim tetap harus berpegang teguh 
kepada nilai-nilai keadilan, persamaan hak dan kewajiban, kesederajatan atau 
                                                             
6 Ibid. 


































persamaan manusia, serta kesamaan hak memperolah pembelaan di depan Uli Al-
Amr. 
Dari pemaparan di atas, dapat di simpulkan bahwa jari@mah ta’zīr terbagi 
menjadi dua jenis, yaitu7 ta’zi@r penguasa dan ta’zi@r Syara’.  Ta’zi@r syara di tentukan 
dan di berlakukan secara menyeluruh oleh syara’ dan bersifat kekal. Artinya 
selamanya di anggap jari@mah, sejak di turunkan langsung oleh pembuat syariat. Hal 
ini karena jari@mah ta’zi@r syara dari awal telah di anggap perbuatan maksiat, dan 
sampe kapan pun akan di anggap sebagai perbuatan yang tidak patut di lakukan 
secara syariat. Sedangkan jari@mah ta’zi@r penguasa merupakan jari@mah yang di buat 
oleh penguasa dan bersifat sementara. Acuan yang di gunakan pada jari@mah ta’zi@r 
penguasa ini terdapat pada keadaan dan dapat di anggap jari@mah apabila di 
butuhkan. Namun sebaliknya dapat di anggap bukan jari@mah jika menghendaki 
demikian. Pada intinya terkait jari@mah ta’zi@r penguasa ini bukan perbuatan yang di 
larang mengerjakannya, melainkan keadaan yang sedang terjadi yang menyebabkan 
perbuatan itu di larang. Di balik perbedaan antara jari@mah ta’zi@r penguasa dan 
jari@mah ta’zi@r syara’ terdapat persamaannya yaitu terletak pada sanksi keduanya 
yang di tentukan oleh penguasa.  
Pada Jari@mah Qisa@s dan Hudu@d sifatnya ketat atau mengikat dan mengekang, 
artinya pemberian dan pemberlakuan sanksi hanya di sesuaikan melalui ketentuan 
syara’dan tanpa ada tawar menawar untuk memperingan maupun menghapus 
                                                             
7 Ibid., 76. 


































hukuman atas jari@mah yang di lakukan oleh pelaku. Namun sebaliknya pada jari@mah 
ta’zi@r bersifat lebih luwes. Oleh karena itu wajar jika tidak terdapat ketentuan 
tersendiri bagi setiap jari@mah. Maka sangat di mungkinkan jika bisa terjadi hukuman 
jari@mah yang Sama bentuknya yang di lakukan oleh dua orang namun mempunyai 
sanksi yang berbeda. Selanjutnya beberapa jari@mah yang memiliki kesamaan ciri 
dengan jari@mah lain, maka tidak di perlukan peraturan yang khusus untuk menangani 
kasus tersebut. Maka kesimpulannya kemungkinan bisa beberapa jari@mah yang 
berbeda tapi mendapat hukuman yang Sama. Karena itu kemudian jari@mah ta’zi@r di 
sebut memiliki sifat elastis, longgar ataupun luwes.8  
Demi terealisasinya kemaslahatan umat maka sanksi jari@mah ta’zi@r di serahkan 
sepenuhnya kepada penguasa. Penguasa dalam memutus sanksi atas jari@mah yang di 
lakukan pelaku dengan pertimbangan paling utama adalah akhlak.9 Misalkan 
pelanggaran atas lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran lain yang sanksi 
hukumnya tidak di tetapkan oleh Nass. Prinsip utama implementasi jari@mah ta’zi@r 
ialah untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi masyarakat dalam setiap 
jengkal yang berpotensi membahayakan khalayak umum.  
Abdul Qodir Audah membagi Ta’zi@r menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:10 
a. Jari@mah Hudu@d dan Qisa@s Diyat yang mengandung unsur Shubhat (Samar) atau 
tidak memenuhi syariat, baik Syubhat fi al-fi’li, fi al-fa’il, maupun fi al-mahal. 
                                                             
8 Ibid.  
9 Ibid., 77. 
10 Ibid. 


































Tapi hal itu sudah di anggap sebagai perbuatan maksiat, seperti pencurian harta 
syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya dan pencurian yang bukan harta 
benda. 
b. Jari@mah ta’zi@r yang jenis jari@mah-nya di atur oleh Nass, Akan tetapi sanksi 
hukumnya di serahkan oleh penguasa. Seperti mengurangi timbangan, saksi palsu, 
sumpah palsu, mengingkari janji, menipu, menghina agama dan menghianati 
amanah. 
c. Jari@mah ta’zi@r yang jenis serta sanksi hukumnya menjadi wenang penuh penguasa 
dalam memutusnya, demi tercapainya kemaslahatan umat.  
Dalam kitab Subulus Salam menyebutkan bahwa selain penguasa ada orang-orang 
yang bisa memberikan hukuman ta’zi@r, yakni sebagai berikut:11 
a. Ayah  
Ayah bisa memberikan hukuman ta’zi@r kepada anaknya yang masih kecil, akan 
tetapi hanya sebatas sebagai pendidikan. Jika sang anak sudah ba@ligh maka ayah 
sudah tidak mempunyai hak untuk menghukum anaknya walaupun anak tersebut 
berkebutuhan khusus. 
b. Majikan  
Seorang majikan bisa men-ta’zi@r hambanya, jikalau hamba tersebut berbuat 
kesalahan dan terjadi pembangkangan berupa apapun dan berkaitan dengan 
menyinggung hak majikannya maupun hak Allah; 
                                                             
11 Ibid., 78. 


































c. Suami  
Seorang suami bisa dan di Perbolehkan  Men-ta’zi@r  istrinya jika istri dari suami 
tersebut berbuat Nusyuz.  
2. Macam Ta’zi@r dan Sanksi Ta’zi@r  
Ada dua macam jari@mah ta’zi@r di tinjau dari hak yang di langgar, sebagai 
berikut:12   
a. Jari@mah ta’zi@r yang menyinggung hak Allah  
Artinya segala hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalkan 
penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan dan kerusakan di muka 
bumi. 
b. Jari@mah ta’zi@r yang menyinggung hak individu  
Bahwa setiap perbuatan maupun segala hal yang berkaitan dengan merugikan 
orang tertentu, bukan orang banyak. Misalnya seperti, pencemaran nama 
baik, pelanggaran lalu lintas, penghinaan, penipuan,dan pemukulan.13 
Ada tiga macam jenis sanksi ta’zi@r berdasarkan pengenaannya, yaitu sanksi ta’zi@r 
yang berkaitan dengan badan, sanksi ta’zi@r yang berkaitan dengan kemerdekaan, dan 
sanksi ta’zi@r yang berkaitan dengan harta benda atau kepemilikan. Maka untuk lebih 
jelasnya di uraikan sebagai berikut:14 
a. Sanksi ta’zi@r yang berkaitan dengan badan  
                                                             
12 M.Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam…, 94. 
13 Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar Al Fikr, 1989,) juz 6. 197  
14 M.Nurul Irfan, Hukum Pidana IslamI…, 95.  


































Dalam sanksi jari@mah ta’zi@r ini ada dua macam yaitu hukuman mati dan 
hukuman cambuk, berikut penjelasannya:  
1) Hukuman mati  
Imam Hanafi@ memperbolehkan hukuman mati bagi pelaku jari@mah ta’zi@r 
dengan syarat perbuatan yang di lakukan pelaku telah di lakukan 
berulang-ulang. Misalkan pencurian yang di lakukan secara berulang-
ulang tanpa ada efek jera. 
Demikian juga Madzab Ma@liki@ dan Ulama Hana@bilah yang juga 
memperbolehkan hukuman mati sebagai sanksi tertinggi dengan kasus 
mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Sebagian 
Ulama Sha@fi’i@yah juga membolehkan sanksi mati sebagai hukuman 
tertinggi namun dengan kasus homoseksual dan penyebaran aliran sesat 
yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah.  
Dari keempat Mazdab tersebut sama-sama memperbolehkan hukuman 
mati sebagai sanksi tertinggi pada jari@mah ta’zi@r namun dari keempat 
Ulama besar tersebut memiliki syarat dan kriteria masing-masing dalam 
setiap pertimbangan penjatuhan hukuman mati.  
Berikut ada dua dalil antara di perbolehkannya hukuman mati dan tidak 
di perbolehkannya hukuman mati  
 
ُْْْْْْْه ؤُلُـت  ـقْاَفْ  مُهُـقِْر  فَـتُْد يُِْريٌْح  مَجِْسْاَّنلُار  َماَؤََْجرَخْ  نَمْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ     



































“Barang siapa keluar ingin memecah persatuan dari kekuasaan seseorang, 
berilah ia hukuman mati”.( HR. Muslim dari Buraidah)  
 
َْدُّْلِحَيَْلا ْوُسَرِْيَّنأَوُْهللْاَّْلاِْإَْمَِلإَْلاْ ََّنأُْدَه  شَيٍْمِل  سُمِْئ ر ماَْمَْلاَشْىَد  حِْابَّْلاِإِْهللْاَْلٍْشْ
ُِْقرْاَفُم لاِْهِن يِْدِلُِْكرْاَّتلاَوِْس  فَّـِنبُْس  فّـَنَْوْيِناَّزلاُْب يّـَثلاْ:َْْمَج ِللِْْةَءْْْْْْْْْْْْْْْْْْ  
 
“Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan 
selain Allah dan bahwa aku adalah Rasulullah kecuali dari salah satu tiga 
sebab: pezina muhshan, qisa@s pembunuhan,َ serta orang yang 
meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaah. (HR. Al-
Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas’ud)  
 
Berdasarkan kedua dalil di atas yang lebih kuat terkait hukuman mati pada 
jari@mah ta’zi@r ialah pendapat yang membolehkan hukuman mati sebagai 
sanksi ta’zi@r tertinggi. Namun dalam pelaksanaanya terdapat beberapa syarat 
antara lain:15 
a) Jika pelaku sebelumnya adalah residivis dan hukuman yang telah di terima 
tidak memberikan efek jera 
b) Mempertimbangkan dampak bagi kemaslahatan masyarakat  
Maka dari paparan di atas dapat di simpulkan bahwa hukuman mati 
sebagai sanksi ta’zi@r tertinggi di perbolehkan namun hanya bagi pelaku 
jari@mah yang berbahaya sekali yang berkaitan dengan jiwa, keamanan, dan 
                                                             
15 Ibid., 97.  


































ketertiban masyarakat bahkan ataupun sanksi sebelumnya tidak memberikan 
efek jera terhadapnya.  
2) Hukuman cambuk  
Hukuman cambuk pada jari@mah ta’zi@r di anggap cukup efektif untuk 
memberikan efek jera bagi pelaku. Hanya saja yang membedakan 
hukuman cambuk hudu@d dan qisa@s dengan ta’zi@r yaitu pada jumlah 
cambukannya, jika cambuk hudu@d dan qisa@s jumlah cambukannya di 
tentukan oleh Nass yang sudah pasti jumlahnya. Namun untuk cambuk 
pada jari@mah ta’zi@r di berikan penuh kepada penguasa ataupun Hakim 
yang berwenang untuk memutus perkara tersebut dengan memperhatikan 
kondisi pelaku dan efek bagi masyarakat sehingga tidak menutup 
kemungkinan jumlah cambuk pada tiap jari@mah akan berbeda. 
Maksud di berlakukannya hukuman cambuk pada jari@mah ta’zi@r ialah 
sebagai berikut:16 
a) Hukuman cambuk di maksudkan untuk memberikan efek jera serta 
memberikan tindakan represif  
b) Hukuman cambuk dalam jari@mah ta’zi@r bersifat luwes karena di 
sesuaikan dengan kondisi pelaku jari@mah yang tentunya jumlah 
cambukan tiap jari@mah berbeda 
                                                             
16 Ibid., 98. 


































c) Penerapan hukuman cambuk sangat praktis dan tidak membutuhkan 
anggaran yang besar 
Sifat hukuman cambuk pada jari@mah ta’zi@r ialah untuk memberikan 
pelajaran dan tidak boleh menimbulkan cacat. Jika pelaku jari@mah ialah 
laki-laki bajunya harus di buka, namun jika pelaku jari@mah adalah 
perempuan bajunya tidak boleh di buka karena auratnya akan terbuka. 
Pelaksanaan hukuman cambuk tidak boleh mengenai wajah, alat vital dan 
kepala ; dan biasanya di arahkan ke punggung. Karena sifat hukuman 
cambuk sendiri hanya memberikan pengajaran dan efek jera tapi tidak 
memberikan efek cacat pada pelaku jari@mah.  
b. Sanksi Ta’zi@r Yang Berkaitan Dengan Kemerdekaan Seseorang  
Dalam sanksi jari@mah ta’zi@r ini terdapat dua jenis macam hukuman yaitu 
hukuman penjara dan hukuman pengasingan, berikut penjelasannya:17 
1) Hukuman Penjara 
Dalam bahasa Arab penjara berarti al-habsu yang berarti 
pencegahan atau penahanan. Menurut Ibnu Qayyim, al-habsu memiliki 
arti bahwa menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum. 
Hukuman penjara dalam jari@mah ta’zi@r bisa menjadi hukuman pokok 
ataupun hukuman tambahan. Ketika hukuman penjara menjadi hukuman 
                                                             
17 Ibid., 100.  


































tambahan pada sanksi jari@mah ta’zi@r berarti hukuman cambuk yang telah 
di berikan kepada pelaku tidak memberikan efek jera.18  
Hukuman penjara di bagi menjadi hukuman penjara terbatas dan 
hukuman penjara tidak terbatas. Hukuman penjara terbatas adalah 
hukuman penjara yang lama waktunya di atur dan di batasi secara tegas. 
Hukuman penjara dalam ta’zi@r berbeda-beda tergantung pada kondisi, 
situasi, pelaku, jenis jari@mah dan tempat. ada yang di penjara selama 1 
hari dan ada juga yang lebih lama dari itu, maka seluruhnya di serahkan 
kepada hakim atas dasar pertimbangan hakim. Sedangkan hukuman 
penjara tidak terbatas ialah hukuman penjara tanpa adanya batasan 
terkait waktu, atau pelaku akan melangsungkan hukuman tersebut sampai 
meninggal atau bertobat. Dengan kata lain hukuman ini adalah hukuman 
penjara seumur hidup yang kebetulan di Indonesia sudah di Terapkan 
sesuai hukum positif.  
2) Hukuman Pengasingan   
Hukuman pengasingan (buangan) pada dasarnya adalah untuk 
jari@mah had dengan tindak pidana perampokan, walaupun demikian 
dalam praktiknya seiring berkembangnya zaman hukuman pengasingan 
juga di terapkan pada jari@mah ta’zi@r. Hukuman pengasingan pada jari@mah 
ta’zi@r biasanya di kenakan kepada orang yang berperilaku mukhannats 
                                                             
18 Ibid., 101.  


































(waria) pada jaman rasul yang di lakukan di luar Madinah. Jarak 
pembuangan dan lama pembuangan tergantung kepada Uli@ Al-Amr yang 
sedang berwenang dalam memutus perkara yang bersangkutan.  
c. Sanksi Ta’zi@r yang Berkaitan Dengan Harta  
1) Hukuman Denda  
Hukuman denda ditetapkan juga oleh syariat Islam sebagai hukuman. 
Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya, 
hukumannya didenda dengan lipat dua kali harga buah tersebut, 
disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut. 
Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang 
menyembunyikan barang hilang. Sebagian Fuqoha berpendapat bahwa 
denda yang bersifat finansial dapat dijadikan hukuman ta’zi@r yang umum, 
tapi sebagian lainnya tidak sependapat. 
d. Hukuman Ta’zi@r  Dalam Bentuk Lain  
Adapun sanksi jari@mah ta’zi@r yang termuat dalam bentuk lain, yaitu sebagai 
berikut:19 
1) Hukuman Ancaman, Teguran , dan Peringatan  
Ancaman juga merupakan salah satu hukuman ta’zi@r, dengan harapan 
akan dapat membawa hasil dan bukan hanya ancaman saja. Misalnya 
dengan ancaman cambuk, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman 
                                                             
19 Ibid., 110.  


































yang lain jika pelaku mengulangi tindakanya lagi. Sementara hukuman 
teguran bisa dilakukan apabila dipandang hukuman tersebut bisa 
memperbaiki dan mendidik pelaku. Hukuman teguran pernah dilakukan 
oleh Rasulullah terhadap sahabat Abu Dzar yang memaki-maki orang lain 
dengan menghinakan ibunya. Hukuman peringatan juga diterapkan dalam 
syariat Islam dengan jalan memberikan nasihat, kalau hukuman ini cukup 
membawa hasil. Hukuman ini dicantumkan dalam Al-Quran sebagaimana 
hukuman terhadap istri yang dikhawatirkan berbuat nusyuz. 
3. Dasar Hukum Ta’zi@r  Balapan Liar  
 Mengenai hukuman ta’zi@r banyak terdapat dalam beberapa hadis antara lain 
hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Burdah : 
َْعُْهللاْىَّلَصِْهللاَْلْوُسَرَْعِمَسُْهََّناْ ِِّيرْاَص َن  لْاَْةَدْ  رُـبْيَِباْ  نَعِْهِيَباْ  نَعٌْدَحَأُْدَل  جُيَْلا:ُْلْوُُ َـيَْمَّلَسَْوِْه َياْ
ْْْْْْْْْْْ)ملسمْهاور(.ِْهللاِْدْوُدُحْ  نِمٍّْدَحْيِفْ َّلاِإٍْطاَْو  سَأِْةَْرَشَعَْق وَـفْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ  
Artinya: dari Abu Burdah Al-Anshari r.a katanya ia mendengar rasulullah saw 
bersabda: “seseorang tidak boleh di dera lebih dari sepuluh kali, melainkan hukuman 
yang telah nyata di tetapkan Allah seperti hukuman bagi orang berzina dan 
sebagainya.”(Hadits riwayat Muslim)20 
Hadits Nabi yang di riwayatkan oleh Aisyah: 
                                                             
20 Hussein Bahreisj, Terjemah Hadits Shahih Muslim 3, (Jakarta: Widjaya 1983), 255. 


































  ْوُْدُحلا َّلاِاْ  مِِهتاَْر  سُعُْتْاَئ  ـيُهْىَْوَذْاْ  وُلَـي  ـقَْاَْلاَقْ َّيِبَنلاْ ََّنأَْةَسِعْاَعْ  نَعْوْدووادْوباْدمحاْهاور(.ُْد
ْْ)يقْاهيبلاْوْيئْاسنلاْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ  
Artinya: dari ‘Aisyah bahwasanya nabi saw bersabda: “ampunkanlah gelinciran 
orang-orang yang baik kecuali had-had.” (Riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, 
dan Baihakki).21 
Hadits Nabi yang di riwayatkan oleh Bahz Ibn Hakim: 
لاْىَلَصْ َّيِبَّنلاْ ََّنأ,ِْه ِّدَجْ  نَعْيَِبأْ  نَعْم يِكَحِْنبْاِْز  هَـبْ  نَعَْوِْه يَلَع ُْهلْْوادْوباْهاور(َْةِم  هُـتلاْىِفَْسَبَحْمَّلَس
ْْ)مْك احلاْهحيحّصوْىُهيبلاْوْيذمْرّتلاْوْدْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ  
Artinya: dari Bahz Ibn Hakim dari ayahnya dari kakek nya, bahwa nabi saw 
menahan seseorang karena di sangka melakukan kejahatan”. (Hadits di riwayatkan 
oleh Abu Daud, Turmudzi, Nasa’i dan Baihaqi serta di shahihkan oleh Hakim).22  
Berikut adalah Dasar Hukum di larangnya balapan dari Al-Maidah ayat 2:  
َْي ْيِْذَّلاْاَهّـُيَْااْ  وُـنَم َْاَْنَْعَشْاْ  وُّلِحُتَْلِْْءْاَْلاَْوَْماَْرَح لاَْر  هَّشلْاَْلاَوِْهَّللاَْرَْْوَْيْ  دَه لاَْلاَُ  لاَْلاَْْوَْدِءَْن ي
ِّمْآَْلا
ْ مِهِّبَّرْ  نِّم ًْلا ضَفَْنْ  وُغَـت  ـبَـيَْمْاَْرَح لاَْت يَـب لاًانْاَْو  ضِرَوُْْت لَلَحْاَذِْاَْوْ^ْ م^ْا وُدَْاط صْاَفَْْمِْر  جََيلاَوُْكَّنَْنَشْ مُْنْآ
َْاْ ٍم وَـقْـَتْ  َناْ ِمَارَح لاِْدِج  سَم لاِْنَعْ  مُْك  وْ ُّدَصْ  ن ْعْـَتَوْ ا وُْدَتَْوِْرِب لَالاَعاْ  وُـنَوْاَعَْلاَعْاْ  وُـنَْوْاَعَـتَْلاَوْ^ْىَو  ُ َّـتلا
 ْثِلا اِْمْاْوُُ ّـَتاَوْ^ِْناَوْ  دُع لْاَوْ<ِْبْاَُ ِع لاُْد يِْدَشَْهللْاَّْنِاْ^ْهللا٢ْ>                                           
                                                             
21 Al-Asqalany Ibnu Hajar, Terjemah Bulughul Maram, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro 2002, 
Cet. 26), 576.  
22 Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Koleksi Hadis-Hadis Hukum, Juz IX, (PT. Pustaka Rizki 
Putra, Semarang, 2001), 202. 


































Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'arsyi'arْAllah 
dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, janganْ (mengganggu) 
binatang-binatang had-ya dan binatang-binatang qalaa-id danْ jangan (pula) 
mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedangْ mereka mencari 
kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telahْmenyelesaikan ibadah 
haji, Maka bolehlah berburu dan janganlah sekali-kaliْkebencian(mu) kepada sesuatu 
kaum karena mereka menghalang-halangi kamuْdari Masjidilharam, mendorongmu 
berbuat aniaya (kepada mereka) danْtolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, danْ jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran danْbertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat 
siksa-Nyaْ(Al-Maidah: 2).ْ 
 
Dengan adanya dasar hukum untuk pemberlakuan ta’zi@r, maka maksud di 
adakannya pemberlakuan ta’zi@r ialah supaya pelaku jari@mah menghentikan 
kejahatannya dan agar hukum Allah tidak di langgar. Dan juga sebagai pengajaran 
yang bersifat pencegahan supaya hal yang serupa tidak terulang kembali di masa 
yang akan datang. Pelaksanaan hukuman ta’zi@r sama dengan hukuman hudu@d. 
Seperti orang tua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, guru kepada muridnya, 
namun hanya terbatas pada ta’zi@r tidak sampai pada hukum hudu@d.  
 
B. Balapan Liar Dalam Hukum Positif  
1. Undang – Undang Lalu Lintas  
Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 mulai di sahkan dan di berlakukan 
terhitung pada tanggal 22 juni 2009 yang juga merupakan awal perubahan sistem 
dalam peraturan lalu lintas dan penerapan sanksi atas pelanggaran lalu lintas. 
Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mulai 


































berjalan setahap demi setahap bersamaan sosialisasinya kepada masyarakat 
Indonesia yang merupakan subjek hukum dari undang-undang tersebut. Sebelum 
pemerintah Indonesia memberlakukan peraturan lalu lintas nomor 22 tahun 2009 , 
Indonesia menggunakan peraturan lalu lintas nomor 14 tahun 1992 tentang lalu 
lintas dan angkutan jalan.  
Seperti dalam pembahasan sebelumnya peraturan yang di gunakan dalam 
penelitian yang di lakukan oleh penulis  menggunakan peraturan lalu lintas yaitu UU 
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang di dalam UU 
tersebut telah memuat segala ketentuan beserta sanksi nya untuk di gunakan sebagai 
bahan dalam penelitian ini. UU Lalu Lintas terdiri dari 22 Bab dengan total 326 
pasal, mulai dari Ketentuan Umum hingga Ketentuan Penutup.  
Dengan lebih focus pada pasal 297 yaitu tentang keterkaitan antara pasal 
tersebut dengan kasus yang sedang di teliti oleh penulis yang mana dari segi hukum 
positif melalui UU lalu lintas akan memandang kasus tersebut menggunakan 
kacamata UU lalu lintas dengan di hasil akhir akan di korelasikan dengan Hukum 
Islam melalui kacamata jari@mah ta’zi@r.  
2. Pengertian Lalu Lintas  
Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan 
mendefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. 
Sedangkan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang digunakan untuk gerak 
pindah kendaraan, orang atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Di 


































dalam ruang lalu lintas jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu23, 
Pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki. Pengemudi adalah orang yang 
mengontrol laju kecepatan dan arah kendaraan untuk di kemudikan. Kendaraan 
adalah alat gerak untuk memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang 
lain. Jalan adalah ruang berjalannya lalu lintas. Pejalan kaki adalah orang yang 
menikmati ruas jalan.  
Istilah lain dari lalu lintas adalah gerak pindah manusia, hewan, ataupun 
barang di jalan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan alat 
gerak, alat gerak yang di maksud seperti motor, mobil dan kendaraan umum lainnya. 
Pemerintah bertujuan untuk menertibkan lalu lintas berupa angkutan jalan yang 
selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur, nyaman serta efisien melalui 
manajemen dan rekayasa lalu lintas yang baik. Tatacara berlalu lintas di jalan di atur 
dengan peraturan perundang-undangan yang menyangkut arah lalu lintas, prioritas 
menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di 
persimpangan.  
3. Komponen Lalu Lintas  
Terjadinya lalu lintas  meliputi tiga komponen yaitu, kendaraan sebagai alat 
gerak transportasi, manusia sebagai pelaku lalu lintas dan jalan sebagai prasarana 
berlalu lintas, yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi 
persyaratan kelaikan di kemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang 
                                                             
23 Putranto, LS, Rekayasa Lalu Lintas, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Mancanan Jaya Cemerlang, 
2008), 116.   


































di tetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan 
angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik.24 Untuk lebih 
jelasnya berkaitan tiga komponen tersebut akan di uraikan sebagai berikut:  
a. Manusia sebagai pelaku lalu lintas  
Manusia sebagai pelaku lalu lintas dapat sebagai pengemudi kendaraan 
maupun pejalan kaki yang pada dasarnya mempunyai kesiagaan yang berbeda-beda ( 
waktu reaksi, konsentrasi, reflek, dan lain lain) , Perbedaan keadaan tersebut di 
pengaruhi oleh keadaan fisik, psikologi, umur dan jenis kelamin , serta pengaruh dari 
eskternal seperti cuaca, penerangan, atau lampu jalan dan tata ruang.  
b. Kendaraan sebagai alat gerak  
Kendaraan di gunakan oleh pengemudi dengan karakteristik yang berkaitan 
langsung dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang 
membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bergerak di jalan dalam 
lingkup lalu lintas. 
c. Jalan sebagai prasarana berlalu lintas  
Jalan merupakan lintasan yang di desain untuk di lalui kendaraan bermotor 
ataupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut di upayakan 
untuk bisa mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung serta 
menahan beban muatan kendaraan dan aman sehingga dapat meminimalisir indeks 
kecelakaan lalu lintas. 
                                                             
24 Ramdlon Naning, Mengarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu 
Lintas (Surabaya: PT. BinaIlmu, 1983), 23.   


































4.  Manajemen Lalu Lintas  
Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, 
pengendalian dan pengawasan lalu lintas. Manajemen lalu lintas bertujuan untuk 
keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, yang di lakukan 
antara lain dengancara sebagai berikut: 
a. usaha pengingkatan kapasitas jalan, ruas,persimpangan,dan atau jaringan jalan 
b. pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu 
c. penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu 
dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar moda 
d. penetapan sirkulasi lalu lintas , larangan dan atau perintah bagi pengguna jalan  
a. Kegiatan perencanaan lalu lintas  
Dalam kegiatan perencanaan lalu lintas mencakup inventarisasi dan evaluasi 
tingkat pelayanan. Inventarisasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pelayanan pada 
setiap ruas jalan dan persimpangan. Sedangkan tingkat pelayanan dalam hal ini 
merupakan kemampuan ruas jalan dan persimpangan untuk menampung lalu lintas 
dengan memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan. Dalam menentukan 
tingkat pelayanan yang di inginkan antara lain dengan memperhatikan: rencana 
umum jaringan transportasi jalan, peranan, kapasitas, dan karakteristik jalan, kelas 
jalan, karakteristik lalu lintas, aspek lingkungan, aspek sosial dan 
ekonomi,penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas, penyusunan rencana dan 
program pelaksanaan perwujudannya.  


































Maksud rencana dan program perwujudan dalam hal ini mencakup:  
1) penentuan tingkat pelayanan yang di inginkan pada setiap ruas jalan dan 
persimpangan  
2) usulan aturan-aturan lalu lintas yang akan di tetapkan pada setiap ruas jalan 
dan persimpangan  
3) usulan pengadaan dan pemasangan serta pemeliharaan rambu lalu lintas 
marka jalan  
4)  alat pemberi isyarat lalu lintas , dan alat pengendali dan pengaman pemakai 
jalan  
5)  usulan kegiatan atau tindakan baik untuk keperluan penyusunan usulan 
maupun penyuluhan kepada masyarakat 
b. Kegiatan pengaturan lalu lintas  
Kegiatan pengaturan lalu lintas meliputi kegiatan penetapan kebijaksanaan 
lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu. Penetapan kebijaksanaan lalu 
lintas dalam ketentuan ini antara lain penataan sirkulasi lalu lintas, penentuan 
kecepatan maksimum atau minimum, larangan penggunaan jalan, larangan atau 
perintah bagi pemakai  jalan. Kegiatan pengawasan lalu lintas meliputi :  
1) Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. 
Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas kebijaksanaan-
kebijaksanaan tersebut guna mencapai tingkat target pelayanan yang di 
tentukan.  


































Kegiatan pemantauan meliputi inventarisasi kebijaksanaan lalu lintas yang 
berlaku pada ruas jalan dan jumlah pelanggaran atas tindakan koreksi yang 
telah di lakukan oleh pelanggaran tersebut. 
Penilaian meliputi penentuan kriteria penilaian, analisis tingkat pelayanan, 
analisis pelanggaran dan usulan tindakan perbaikan.   
2) Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas. Tindakan 
korektif bertujuan untuk menjamin tercapainya sasaran tingkat pelayanan yang 
di tentukan. Tindakan korektif meliputi peninjauan ulang terhadap 
kebijaksanaan apabila dalam pelaksanaannya terjadi masalah yang tidak di 
inginkan.  
c. kegiatan pengendalian lalu lintas  
    Kegiatan pengendalian lalu lintas meliputi dua hal yaitu: 
1) pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu 
lintas 
2) pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak 








































5. Sanksi Lalu Lintas  
Berikut adalah jenis pelanggaran dan denda maksimal sesuai UU No 22 tahun 
2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pelaku dan objek pelanggaran, bentuk 
pelanggaran pasal beserta denda maksimal (Rp):25 
a. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor sebagaimana pasal 115 
huruf B berbalapan di jalan di pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau 
denda paling banyak Rp.3.000.000,00 ( tiga juta rupiah). (pasal 297 UU 22 thn 
2009) 
b. Setiap orang mengakibatkan gangguan pada: fungsi rambu lalu lintas, marka 
jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman 
pengguna jalan Pasal 275 ayat (1) jo Pasal 28 ayat (2) Rp.250.000,00. (dua 
ratus lima puluh ribu rupiah).  
c. Setiap pengguna jalan Tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas 
Polri sebagai dimaksud dalam pasal 104 ayat (3), yaitu dalam keadaan tertentu 
untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas wajib untuk berhenti, jalan 
terus,mempercepat, memperlambat,dan/atau mengalihkan arus kendaraan 
Pasal 281 dan 282 jo Pasal 104 ayat (3) Rp.250.000,00. (dua ratus lima puluh 
ribu rupiah).  
d. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya 
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan 
                                                             
25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 


































kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana di maksud dalam pasal 229 
ayat (3), di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan /atau 
denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). (pasal 310 UU 22 thn 
2009)  
e. Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan 
cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang di pidana 
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 
Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (pasal 311 UU 22 thn 2009). 
f. Setiap Pengemudi (pengemudi semua kendaraan bermotor):  
1) Tidak bawa SIM Tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang 
sah Pasal 288 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (5) b Rp.250.000,00.(dua ratus 
lima puluh ribu rupiah). 
2) Tidak memiliki SIM Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, tidak 
memiliki Surat Izin Mengemudi Pasal ayat 281 jo Pasal 77 ayat(1) Rp. 
1.000.000,00. (satu juta rupiah). 
3)  STNK, atau STCK tidak sah Kendaraan bermotor tidak dilengkapi 
dengan STNK atau STCK yang ditetapkan oleh Polri Pasal 288 ayat (1) 
jo 106 ayat (5) huruf a Rp.500.000,00. (lima ratus ribu rupiah). 
4)  TNKB tidak sah Kendaraan bermotor tidak dipasang Tanda Nomor 
Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Polri Pasal 280 jo Pasal 69 
ayat (1) Rp.500.000,00. (lima ratus ribu rupiah).  


































5)  Memasang perlengkapan yang dapat membahayakan keselamatan 
Kendaraan bermotor di jalan dipasangi perlengkapan yang dapat 
mengganggu keselamatan berlalu lintas, antara lain: bumper tanduk dan 
lampu menyilaukan. Pasal 279 jo Pasal 58 Rp.500.000,00. (lima ratus 
ribu rupiah). 
6)  Sabuk Keselamatan Tidak mengenakan sabuk keselamatan Pasal 289 jo 
Pasal 106 ayat (6) Rp.250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah).  
7)  Lampu utama malam hari Tidak menyalakan lampu utama pada malam 
hari dan kondisi tertentuPasal 293 ayat (1) jo Pasal 107 ayat (1) 
Rp.250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah).  
8)  Cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain Melanggar 
aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain 
Pasal 287 ayat (6) jo Pasal 106 ayat (4) huruf h Rp.250.000,00. (dua ratus 
lima puluh ribu rupiah). 
9)  Ranmor tanpa rumah-rumah selain sepeda motorMengemudikan 
kendaraan yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah, tidak 
mengenakan sabuk keselamatan dan tidak mengenakan helm Pasal 290 jo 
Pasal 106 ayat (7)Rp. 250.000,00. (dua ratus ribu rupiah). 
10)  Gerakan lalu lintas Melanggar aturan gerakan lalu lintas atau tata cara 
berhenti dan parkir Pasal 287 ayat (3) jo Pasal 106 ayat (4) huruf e 
Rp.250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 


































11)  Kecepatan maksimun dan minimum Melanggar aturan batas kecepatan 
paling tinggi dan paling rendah Pasal 287 ayat (5) jo Pasal 106 ayat (4) 
huruf g atau Pasal 115 huruf a Rp.500.000,00. (lima ratus ribu rupiah). 
12)  Membelok atau membalik arah Tidak memberikan isyarat dengan lampu 
penunjuk arah atau isyarat tangan saat akan berbelok atau berbalik arah. 
Pasal 294 jo Pasal 112 ayat (1) Rp.250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu 
rupiah). 
13)  Berpindah lajur atau bergerak ke samping Tidak memberikan isyarat 
saat akan berpindah lajur atau bergerak ke samping Pasal 295 jo Pasal 
112 ayat (2) Rp.250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 
14)  Melanggar rambu atau marka Melanggar aturan perintah atau larangan 
yang dinyatakan dengan rambu lalu listas atau marka Pasal 287 ayat (1) 
jo Pasal 105 ayat (4) huruf a dan Pasal 106 ayat (4) huruf b 
Rp.500.000,00. (lima ratus ribu rupiah). 
15)  Melanggar Apill (trafflight) Melanggar aturan perintah atau larangan 
yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas Pasal 287 ayat 
(2) jo Pasal 106 ayat (4) huruf c Rp.500.000,00. (lima ratus ribu rupiah). 
16)  Mengemudi tidak wajar.Melakukan kegiatan lain saat mengemudi 
Dipengaruhi oleh suatu keadaanyang mengakibatkan gangguan 
konsentrasi dalam mengemudi di jalan Pasal 283 jo Pasal 106 ayat (1) 
Rp.750.000,00. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). 


































17)  Di perlintasan kereta api.Mengemudi kendaraan bermotor pada 
perlintasan kereta api dan jalan, tidak berhenti ketika sinyal sudah 
berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada 
isyarat lain Pasal 296 jo Pasal 144 huruf a Rp.750.000,00. (tujuh ratus 
lima puluh ribu rupiah). 
18)  Berhenti dalam keadaan darurat.Tidak memasang segitiga pengaman, 
lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti 
atau parkir dalam keadaan darurat di jalan Pasal 298 jo Pasal 121 ayat (1) 
Rp.500.000,00. (lima ratus ribu rupiah). 
19) Hak utama kendaraan tertentu.Tidak memberikan prioritas jalan bagi 
kendaraan bermotor dengan bunyi dan sinar dan/ atau yang dikawal oleh 
petugas Polri.  
Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di 
buat agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan harapan 
masyarakat, sejalan dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan 
angkutan jalan saat ini. Dengan menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas dan 
angkutan jalan harus di tata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu 
dan di harapkan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang sesuai 
dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, 
cepat, teratur, lancar dan tentunya dengan biaya yang dapat terjangkau oleh 
masyarakat umum.  


































Untuk itu pemerintah telah mengesahkan kebijakan di jalur transportasi darat 
yaitu dengan di keluarkannya UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan 
angkutan jalan sebagai pengganti UU no 14 tahun 1992, serta peraturan pemerintah 
no 41 tahun 1993 tentang angkutan jalan dan masih berlaku.  
 
6. Balapan Liar Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif  
Sesuai dengan judul Penelitian penulis bahwa balapan liar juga termuat pada 
pasal 297 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan 
Angkutan Jalan yang berbunyi yaitu “setiap orang yang mengemudikan Kendaraan 
Bermotor berbalapan di jalan sebagaimana di maksud dalam pasal 115 huruf B di 
pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 
Rp. 3.000.000, 00 (tiga juta rupiah)”. Sedangkan yang di maksud dengan pasal 115 
huruf B yaitu “berbalapan dengan kendaraan bermotor lain”26.   
Dari kedua pasal tersebut sudah jelas bahwa kegiatan balapan liar adalah 
perbuatan melanggar hukum yang sudah jelas di atur dalam UU Nomor 22 Tahun 
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan maka oleh sebab itu peraturan 
yang sudah jelas tersebut harus di terapkan sebagaimana mestinya dan memang 
sudah seharusnya perbuatan balapan liar yang sudah meresahkan warga masyarakat 
setempat harus di tindak tegas sebaimana di atur dalam UU Lalu Lintas dan 
angkutan jalan.   
                                                             
26 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 


































Pandangan Hukum Pidana Islam terkait pada balapan liar merupakan 
perbuatan yang telah menyalahi aturan Uli@ Al-Amri atau penguasa yang sedang 
berwenang pada masa tersebut. Jika di tarik pada Hukum Islam perbuatan yang 
melanggar ketentuan dari hukum syara’ dan ketentuan dari uli@ al-amri adalah di 
sebut perbuatan jari@mah. Sedangkan jari@mah adalah tindakan kejahatan yang di 
lakukan oleh manusia secara hukum Islam. Jari@mah pada kasus balapan liar ini 
termasuk dalam jari@mah ta’zi@r karena perbuatan yang di lakukan oleh anak remaja 
merupakan sebuah pelanggaran dari peraturan yang di buat oleh penguasa. Dan 
sepenuhnya ketika terjadi proses hukum yang menangani dari awal sampai pada 
putusan di serahkan penuh pada penguasa untuk memberikan keputusan yang tepat 
sesuai dengan situasi dan kondisi si pelaku.  
Kesesuaian antara Hukum Positif dalam kaitannya dengan balapan liar 
merupakan sebuah satu peraturan yang di sertai dengan tegas beserta sanksi nya, 
yang meliputi pemberitahuan, larangan, dan sanksi yang jelas sudah ada dan 
termaktub dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
Dalam Hukum Positif kegiatan balapan liar merupakan sebuah pelanggaran. Di 
katakan sebuah pelanggaran karena yang di lakukan oleh pelaku tidak berakibat 
langsung kepada masyarakat umum namun melainkan berdampak langsung terhadap 
dirinya sendiri. 
 



































BAB III  
KRONOLOGI BALAPAN LIAR DI KELURAHAN BEGADUNG KABUPATEN 
NGANJUK  
 
A. Balapan Liar  
1. Balapan Liar  
Balap liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan secara terorganisasi baik 
motor atau mobil yang di lakukan di atas lintasan umum dengan peraduan 
berdasarkan jenis, kecepatan dan kapasitas mesin1. Artinya kegiatan ini sama sekali 
tidak di gelar di lintasan balap resmi melainkan di jalan raya umum. Kegiatan ini 
sering berlangsung mulai pukul 12.00-04.00 Wib hingga menjelang pagi saat suasana 
jalan raya sudah mulai lenggang. Kegiatan ini biasanya digunakan sebagai ajang 
beradu gengsi antar pemilik motor dan bengkel yang memiliki motor balap.  
Walaupun sekilas nama balapan liar tak enak di dengar, namun ketika balapan 
akan berlangsung di perlukan pihak ketiga yang biasa di sebut calo atau perantara 
untuk penyambung lidah antara kedua pihak yang sedang berurusan. Jika spesifikasi 
mesin dan perangkat motor yang telah di modifikasi siap untuk di adu maka calo 
akan berusaha menggandengkan motor dari bengkel lain untuk ditarungkan atau di 
                                                             
1 Agus Zubadu Zaman, “Pengertian Balap Liar dan Akibatnya”, 
http://aguszubaduzzaman.blogspot.com/2015/01/pengertian-balap-liar-dan-akibatnya.html?m=1 (di 
posting pada tanggal 30 januari 2015: di akses pada tanggal 20 November 2019 pukul 19:32 Wib) 


































adu kecepatanya. Tarung yang di maksudkan ialah istilah yang di gunakan untuk 
para anak remaja balap liar untuk mengadu kecepatan motor mereka2. 
Dalam islam olahraga balapan apapun itu jenisnya di larang oleh Agama 
terlebih balapan mobil ataupun motor, sebab dari situ akan timbul gejolak – gejolak 
permasalahan yang kemungkinan besar akan di peroleh dari orang yang melakukan 
olahraga tersebut yang berupa mulai dari luka ringan, berat dan bahkan sampai 
menyebabkan kematian dan akan membahayakan orang yang menontonya3.  
2. Unsur – Unsur Balapan Liar  
Balap liar terjadi karena ada beberapa unsur yang saling berkaitan antara satu 
sama lain, yang jika salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi maka kecil 
kemungkinan balap liar akan terjadi. Berikut penjelasan tentang unsur-unsur pada 
balap liar4 : 
a. Joki  
Joki adalah pengendara motor atau remaja yang mengendalikan dengan 
mengendarai motor saat di langsungkannya balapan. Setiap joki di pilih 
langsung oleh bengkel untuk menjalankan motor jika di anggap memiliki 
kemampuan yang baik dalam balapan.  
                                                             
2 Yosana Okter Handono, “Ini Dia Istilah – Istilah Unik yang Sering Terdengar Dalam Dunia Balap 
Liar, Unik Nih”, http://www.gridoto.com/read/22100064/ini-dia-istilah-unik-yang-sering-terdengar-
dalam-dunia-balap-liar-unik-nih?page=all., ( di posting pada 18 oktober 2017 pukul 06:07 Wib, dan 
di akses pada 6 desember 2019 pukul 22:56 Wib). 
3 Eko Huda, “Ulama Saudi: Olahraga Balapan di Larang Agama” ,https://m.dream.co.id/news/ulama-
saudi-juga-haramkan-nonton-sepakbola-1407018.html ( di posting pada 2 juli 2014 pukul 11:30 dan 
di akses pada 08 desember 2019 pukul 21:35).  
4 http://damarprasetyo.blogspot.com (diakses 20 November 2019 pukul 10.44 Wib). 


































b. Motor balap 
Motor balap merupakan kendaraan yang di buat khusus untuk kegiatan balap 
liar dengan spesifikasi yang telah di kembangkan sendiri oleh bengkel atau 
joki yang akan mengendarai motor tersebut 
c. Judi atau taruhan  
Disamping balap liar bisa memicu adrenalin remaja yang terlibat di dalamnya 
di saat yang bersamaan unsur kriminal dalam kegiatan ini juga berpotensi, 
yaitu judi sehingga balap liar biasanya dilakukan secara berkelompok atau 
dalam bentuk geng. Pelaku taruhan biasanya bukan hanya dari si pemilik 
motor atau bengkel namun juga penonton ikut andil di dalamnya.  
d. Persaingan antar bengkel  
Persaingan antar bengkel biasanya menjadi hal yang sangat sensitif sehingga 
dapat memicu terjadinya balap liar. Terlebih jika terdapat dua bengkel yang 
sedang berselisih atau bersaing maka sangat di mungkinkan di akhiri dengan 
kegiatan beradu cepat kendaraan dari masing-masing bengkel tersebut.  
e. Penonton sebagai pelaku taruhan  
Unsur terakhir dalam terjadinya balap liar ialah adanya penonton sebagai 
supporter sekaligus sebagai pelaku taruhan dalam kegiatan balap liar. Dengan 
adanya penonton sebagai supporter secara otomatis akan ikut meramaikan 
balap liar tersebut.  
 



































3. Faktor Terjadinya Balapan Liar  
Balap liar terjadi Karena beberapa faktor pendukung antara lain sebagai berikut5: 
a. Ketiadaan Fasilitas Sirkuit Untuk Balapan  
Ketiadaan fasilitas sirkuit membuat para penggemar motor modifikasi 
memilih jalan raya umum sebagai ganti lintasan. Jika pun tersedia 
melalui proses yang panjang.  
b. Gengsi Dan Nama Besar  
Balap liar juga merupakan ajang adu gengsi dan pertaruhan nama besar. 
Bisa antara pemilik motor, joki dan nama bengkel. Untuk saling 
menunjukan siapa yang terbaik. 
c. Uang Taruhan 
Uang taruhan termasuk dalam faktor terjadinya balap liar sehingga 
menjadi suatu hobby. Hampir sama dengan taruhan pada umumnya 
namun uang yang dijadikan taruhan akan berlipat ganda. Faktor uang 
taruhan ini sudah masuk dalam unsur kriminal karena tindak perjudian.  
d. Kesenangan Dan Memicu Adrenalin  
Bagi para pelaku balap liar mereka akan mendapatkan kesenangan dan 
sensasi balap liar dan juga ada rasa yang luar biasa yang tidak dapat 
mereka gambarkan usai balapan. 
                                                             
5 “Penyebab Terjadinya Balap Liar”, Http://Duniabalapliar098.Blogspot.Co.Id/2015/08/Penyebab-
Terjadinya-Balap-liar.Html (Di Akses Pada tanggal 20 November 2019 Pukul: 21:29 WIB).  


































e. Keluarga Dan Lingkungan  
Kurangnya perhatian orang tua, terjadi masalah dalam keluarga atau 
ketika terlalu berlebihannya perhatian dari orang tua kepada anak, dan 
sebagainya, juga dapat menjadi faktor pendorong anak melakukan 
aktivitas-aktivitas negative seperti balap liar. Selain itu pengaruh atau 
ajakan teman juga dapat menjadi faktor pemicu anak melakukan kegiatan 
balap liar tersebut.  
f. Bakat Yang Tidak Tersalurkan  
Mayoritas remaja yang ikut kegiatan balap liar ini adalah remaja yang 
memiliki potensi dalam hal mengendalikan kendaraan secara cepat. 
namun  dengan keterbatasan yang di miliki oleh remaja tersebut sehingga 
bakat mereka tidak di salurkan di tempat yang benar.  
4. Dampak Positif dan Negatif Balapan Liar  
    Dampak Negatif terjadinya balap liar, yaitu :  
a. mengganggu kelancaran jalan raya  
b. mengganggu ketentraman masyarakat karena polusi suara yang timbul akibat 
kegiatan balap liar  
c. merugikan orang tua dan membuat orang tua khawatir  
d. pemicu tawuran antar geng motor  
e. sering terjadinya pelanggaran norma  
f. memicu perbuatan yang di larang agama  


































g. dampak terberat adalah kehilangan nyawa sendiri6 
Selain dampak negative, balap liar juga memiliki dampak positif kegiatan antara 
lain, yaitu:  
a. terciptanya rasa solidaritas yang tinggi antara pembalap atau teman  
b. menjadi lebih mahir dalam mengotak-atik kendaraan dan memodifikasi 
kendaraan 
c. terciptanya semangat yang tinggi dan pantang menyerah 
d. wawasan menjadi lebih luas tentang otomotif  
 
B. Kronologi Balapan Liar di Kelurahan Begadung Kecamatan Nganjuk kabupaten 
Nganjuk 
Balapan resmi ialah balapan yang di gelar di lintasan ataupun sirkuit tersendiri 
yang di rancang secara khusus dan di peruntukan untuk pembalap dan motor yang 
telah terdaftar secara legal yang telah lolos administrasi dan di perbolehkan untuk 
mengikuti ajang tersebut. Namun lain halnya dengan Anak Remaja Kelurahan 
Begadung Kabupaten Nganjuk. Karena keterbataan fasilitas dan arena yang tidak 
memadai untuk mendukung kegiatan tersebut maka Jalan Baypass di Ring Road 
Begadung menjadi tempat pelarian mereka. Alasan anak remaja tersebut memilih 
jalan baypass ringroad begadung ialah karena jalan tersebut tidak terdapat banyak 
                                                             
6 Fatimah Desta,”Dampak Balapan Liar”,Http://Fatimahdesta.Blogspot.Co.Id/2015/08/Dampak-
Balapan-Liar_26.Html (Di Akses Pada tanggal 20 November 2019 Pukul: 22:15 WIB). 


































lubang, jalan aspalnya cukup halus, jalannya lurus dan lebar serta tidak banyak 
kendaraan yang melewati jalan tersebut ketika malam hari7. 
Balapan liar yang di lakukan oleh anak remaja di kelurahan begadung 
merupakan kegiatan yang di lakukan kerap kali setiap bulan Ramadhan yang sudah 
bisa di pastikan keramaiannya bahkan sampai para pengguna jalan lain tidak berani 
mendahului ketika anak-anak remaja tersebut sedang ugal-ugalan dan sesekali ada 
pada hari-hari tertentu seperti malam minggu, hari besar seperti Natal, malam 
pergantian tahun, malam takbir, dan hari-hari tertentu lainnya. Balapan liar di 
kelurahan begadung merupakan titik pusat berkumpulnya para pembalap atau joki 
yang berasal dari berbagai daerah bahkan ada yang dari luar Kabupaten Nganjuk dan 
tentunya hanya pada bulan Ramadhan saja di jalan ring road kelurahan Begadung 
ramai di buat ajang balap liar8.  
Terdapat beberapa tempat favorit di kabupaten Nganjuk yang sering di 
gunakan untuk kegiatan Balapan Liar yaitu meliputi : Desa Teken Kecamatan 
Berbek, Jalan Ring Road Begadung, Jalan Raya Kelurahan Kramat, Jalan A.Yani 
(Perempatan Ploso). Dari keempat tempat tersebut jalan A.Yani tepatnya pada 
perempatan Ploso merupakan titik pusat dan sering di gunakan untuk aksi balapan 
Liar oleh Anak Remaja. Jalan A.Yani di gunakan untuk balapan liar di karenakan 
menurut pengakuan dari seorang pelaku balap liar sebut saja namanya Enggar9 jalan 
                                                             
7 David, Wawancara, Pukul 23:12 wib, Nganjuk, 30 November 2019.  
8 Lurah Begadung, Wawancara, Pukul 08:45 Wib, Nganjuk, 28 November 2019.  
9 Enggar, Wawancara, Pukul 24:45 Wib, Nganjuk, 30 November 2019.  


































tersebut merupakan jalan yang terhalus aspalnya di kabupaten Nganjuk dan juga 
memiliki banyak belokan dan Gang yang sangat berguna ketika razia polisi sedang 
berlangsung. Balapan liar di lakukan oleh anak remaja di karenakan mengikuti nafsu 
kesenangan tanpa memikirkan akibat secara Hukum, moral, dan fisik10. Dan 
terkadang ada pelaku balap liar yang mencampuri kegiatan tersebut dengan bertaruh 
pada salah satu pembalap untuk mendapat keuntungan tanpa bekerja keras.  
Hari-hari tertentu seperti malam minggu di bulan – bulan biasa anak remaja di 
kelurahan begadung berpindah tempat di Jalan A.Yani tepatnya di Kelurahan Ploso 
Kecamatan Nganjuk, karena di nilai tempat tersebut cukup strategis untuk di 
gelarnya kegiatan balap liar ataupun sekedar nyeting motor yang akan di gunakan di 
arena balapan liar. Nyeting adalah sebuah kegiatan mencoba kendaraan sendiri tanpa 
ada lawan yang bertujuan untuk mengukur kapasitas mesin dan semua onderdil yang 
telah selesai di service. Sebelum anak remaja dari berbagai daerah melakukan 
kegiatan balapan liar mereka biasanya kumpul dulu untuk hanya sekedar ngopi di 
depan Stadion Anjuk Ladang yang kebetulan di tempat tersebut terdapat jajaran 
warkop dengan di sertai alunan music untuk menambah suasana menjadi lebih 
santai. Ketika memasuki waktu tengah malam atau jam 24:00 Wib seperti komando 
secara otomatis anak – anak remaja tersebut sudah berjajar secara rapi di lampu 
merah perempatan ploso untuk menunggu giliran moncoba motor mereka masing – 
masing. Para penonton berasal dari semua kalangan dari yang termuda hingga yang 
                                                             
10 Ibid., Enggar.  


































tertua meliputi anak Smp, Sma dan bahkan hingga pengangguran, dengan berjejer 
rapi dan siap siaga melarikan diri apabila ada razia polisi. mereka memadati ruas  
kanan dan kiri jalan bahkan ada yang duduk dan berdiri di tengah – tengah antara 
kedua jalan karena untuk memudahkan mereka melihat balapan tersebut sehingga 
mengakibatkan arus lalu lintas menjadi tidak lancar dan membuat pengguna jalan 
lain menjadi tidak nyaman.  
Ketika balapan sedang berlangsung tidak sedikit warga masyarakat yang 
sebenarnya geram akan adanya balapan tersebut11 bahkan ada sebuah kejadian 
berdasarkan keterangan dari Pak Budi yang merupakan warga masyarakat yang 
rumahnya dekat dengan lokasi balapan liar tersebut, ada yang mati akibat dari 
Balapan Liar namun tidak satupun warga yang menolong pemuda tersebut. Razia 
sering di lakukan berkali – kali mulai dari pukul 24:00 Wib tengah malam  sampai 
menjelang pagi dini hari guna untuk membubarkan aksi balapan liar tersebut. Namun 
usaha polisi tersebut tidak begitu efektif di karenakan ketika polisi selesai 
melakukan razia para remaja tersebut melanjutkan aksi mereka hingga rasa senang 
dan puas mereka dapatkan dari kegiatan tersebut hingga pukul 03:00 Wib menjelang 
dini hari mereka selesai dengan sendirinya. Hingga pernah sesekali ketika polisi 
melakukan razia balapan liar polisi tersebut membawa kayu berukuran sedang untuk 
memukul remaja yang bandel untuk di tertibkan12. Tapal Kuda pernah di lakukan 
oleh Polisi Resot Nganjuk dengan tujuan untuk menertibkan para pengguna jalan 
                                                             
11 Budi, Wawancara, Pukul 02:12 Wib, Nganjuk, 30 Novmber 2019.   
12 Faishal, Wawancara, Pukul 01:15 Wib, Nganjuk, 30 November 2019.  


































yang tidak patuh akan peraturan lalu lintas dan juga mengincar para pelaku balap 
liar. Tapal Kuda merupakan peristiwa memblokade seluruh jalan yang di tujukan 
untuk pengguna jalan yang tidak tertib lalu lintas dan nanti akan di giring ke Polres 
Nganjuk dengan cara menuntun sepeda motor mereka secara beramai – ramai. Tapal 
Kuda yang pernah di operasikan oleh Polres Nganjuk mencapai 235 kendaraan 
bermotor yang tertangkap dengan variasi kesalahan yang bermacam – macam.  
 
C. Data Kalkulasi Balapan Liar Tiap Tahun di Kabupaten Nganjuk  
Berdasarkan data yang di peroleh dari kepolisian Resort Nganjuk di ketahui 
bahwa siklus balapan liar tiap tahun bertambah dan ini sering terjadi di bulan-bulan 
tertentu seperti bulan Ramadhan dan lain sebagainya. Dan juga di ketahui bahwa di 
Kabupaten Nganjuk terdapat empat titik besar yang masih di gunakan untuk 
kegiatan beradu cepat kendaraan atau balapan liar, yaitu meliputi13: 
1. Jalan Ring Road Begadung – Nganjuk  
2. Jalan A.Yani – Nganjuk  Kota ( Perempatan Ploso)  
3. Jalan Raya Kelurahan Kramat – Nganjuk  
4. Jalan Raya Berbek, Ds.Teken – Nganjuk  
Dari keempat titik pusat balapan liar di Kabupaten Nganjuk yang sampe 
sekarang masih beroperasi masing – masing memiliki karakteristik dan keadaan jalan 
yang berbeda, namun dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada Jalan 
                                                             
13Sugito, Wawancara, Satlantas Polres Nganjuk, pukul 11:42 Wib, Nganjuk 14 Oktober 2019.  


































Ring Road Begadung karena di mungkinkan dalam tahap penggalian data, 
pengolahan data hingga pada analisis data lebih mudah dalam prosesnya sehingga 
penulis sendiri akan lebih mudah untuk menganalisis data yang sudah terkumpul.  
Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan buruk terutama bagi kalangan remaja 
dan sudah mengakar kuat layaknya penyakit akut. yang seharusnya hal tersebut 
sudah tidak terjadi di generasi-generasi yang akan datang maka perlu adanya 
observasi dan tindakan yang berkala dan tepat untuk menghadapi masalah semacam 
ini. Jika hal ini tidak segera di tuntaskan di khawatirkan akan tetap menjadi momok 
bagi warga masyarakat setempat dan kalangan remaja khususnya. Maka untuk dapat 
memetakan perkembangan kegiatan balapan liar setiap tahun di Kabupaten Nganjuk 
penulis mendapatkan data dari Humas Polres Nganjuk sebagai berikut :14  
 
                                                             
14Ibid. Sugito, Wawancara. 



































Dari Tabel di atas dapat di jelaskan bahwa data kalkulasi kendaraan bermotor 
yang tertangkap oleh Kepolisian Resot Nganjuk karena akibat dari balapan liar di 
empat titik besar yang di gunakan untuk kegiatan balapan liar terjadi perubahan dari 
tahun ke tahun.  
Mulai dari tahun 2017 jumlah kendaraan bermotor yang tertangkap oleh Polisi Resot 
Nganjuk sebanyak 235 sepeda motor, hal tersebut menunjukan jumlah yang normal 
di banding tahun – tahun sesudahnya. Namun di tahun 2018 terjadi penurunan 
indeks jumlah kendaraan yang tertangkap yaitu sebanyak 218 sepeda motor. Dan di 
tahun 2019 terjadi kenaikan jumlah sepeda motor yang terjaring operasi razia yaitu 
sebanyak 306 sepeda motor. Masih menjadi pertanyaan besar di tahun 2020 nanti 


































akankah indeks jumlah kendaraan bermotor yang tertangkap menjadi naik atau 
turun.  
 
D. Profil Kelurahan Begadung Kabupaten Nganjuk  
1. Sejarah Kelurahan Begadung 
a. Nama Unsur Alam/Buatan 
1) Makam Dowo  
2) Pohon Kepuh, Pohon Juwet, dan Pohon Doro di sekitar Makam Dowo  
b. Tempat Lokasi Unsur Alam/Buatan  
Di tengah – tengah sawah tepatnya berada di lingkungan (Dusun) sanggarahan 
yang masuk wilayah Rukun Warga (RW) 2 Kelurahan begadung, arah barat 
yang berbatasan dengan Kelurahan Ringinanom. 
c. Sejarah Nama Unsur Alam/Buatan  
Bahwa berdasarkan cerita turun temurun, di tempat yang saat ini di sebut 
Lingkungan (Dusun) Sanggrahan yang masuk Wilayah Rukun Warga (RW) 2 
Kelurahan Begadung, terdapat Makam Dowo, dengan panjang sekitar 3,4 
meter. Di sekitar area Makam Dowo merupakan salah satu peninggalan Mbah 
Singo Sentono dan Mbah Sariyem, yang menurut cerita turun temurun dari 
warga masyarakat beliau merupakan orang yang babat alas di lingkungan 
tersebut. Saat ini tidak ada yang mengetahui secara pasti apa yang terdapat di 
dalamnya, apakah memang benar – benar makam manusia pada umumnya atau 


































merupakan makam yang berisi benda – benda pusaka di dalamnya. Mbah Singo 
Sentono dan Mbah Sariyem bermukim lama di wilayah ini dan seiring 
berjalannya waktu lingkungan tersebut di namakan Pasanggrahan (tempat 
singgah). Lingkungan (Dusun) Sanggrahan merupakan Dusun yang tertua yang 
ada di Kelurahan Begadung. Untuk mengenang jasa–jasa beliau sebagai orang 
yang babat alas, maka khususnya warga masyarakat Lingkungan (Dusun) 
Sanggrahan setiap setahun sekali mengadakan kegiatan Nyadranan15 yang 
berlokasi di Makam Dowo (ada yang menyebut dengan nama punden). Prosesi 
nyadaranan ini meliputi Shodaqoh, dan Tasyakuran yaitu merupakan kegiatan 
berbagi makanan dengan warga satu dusun dan mengadakan pertunjukan 
wayang kayu (Wayang gedog). Kegiatan ini merupakan penghormatan atas apa 
yang telah di lakukan oleh Mbah Singo Sentono beserta Istrinya. Selain itu 
tujuan utamanya adalah sebagai wujud rasa syukur pada Allah Swt serta 
sebagai tempat berkumpul dan silaturahmi antar warga. Sampai dengan saat 
ini lingkungan tersebut di sebut SANGGRAHAN dan sampai dengan saat ini 





                                                             
15 Nyadranan adalah kegiatan bersih desa dalam rangka memperingati hari tertentu pada desa tersebut.  


































2. Nomen Klatur Organisasi Pemerintahan 
 
Nomen klatur di atas merupakan struktur organisasi pemerintahan di Kelurahan 
Begadung Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk. Di mulai dari yang tertinggi 
yaitu Kepala Kelurahan sampai yang terendah yaitu Staf. Dengan posisi sebagai 
Kepala Kelurahan yaitu Rinanto Handoyo, SH., dan yang menduduki sekretaris 
desa atau Carik yaitu Bambang Cahyono, SSTP. Dengan membawahi dua staf 
sebagai bawahan dari Sekretaris desa.  
 
 


































3. Letak Geografis 
 
 
Gambaran di atas menjelaskan bahwa letak Geografis dan Batasan Wilayah 
Kelurahan Begadung di batasi dengan Kelurahan yang berbeda dalam satu 
Kecamatan Nganjuk. Batas wilayah Kelurahan Begadung di sebelah utara 
berbatasan dengan Desa Kedungdowo, batas wilayah kelurahan begadung di 
sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Mangundikaran, batas wilayah 
kelurahan begadung sebelah timur berbatasan dengan kelurahan werungotok, 
sedangkan batas wilayah kelurahan begadung di sebelah barat berbatasan dengan 
kelurahan ringinanom. Dari empat batasan wilayah tersebut termasuk dalam satu 
kecamatan yang sama yaitu Kecamatan Nganjuk.  
 


































4. Jumlah Penduduk 
 
Dari data di atas dapat di jabarkan bahwa luas Kelurahan Begadung ialah 
mencapai 216, 6400 Hektare, dengan kepadatan penduduk mencapai 2.803 
jiwa/km2. Dengan rincian jumlah laki – laki 3.018 orang, sedangkan jumlah 
perempuan terdapat ada 3.055 orang yaitu merupakan selisih tiga puluh persen di 
belakang koma jika di bandingan dengan jumlah laki – laki. Jika kedua jenis 
kelamin tersebut di jumlah maka jumlah total penduduk pada kelurahan begadung 
dengan data terbaru mencapai 6.073 orang. Dengan jumlah kepala keluarga (KK) 
pada kelurahan Begadung mencapai 2.110 KK.   



































BAB IV  
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP 
BALAPAN LIAR ANAK REMAJA DI KELURAHAN BEGADUNG 
KABUPATEN NGANJUK 
 
A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Balapan Liar Anak Remaja di Kelurahan 
Begadung  
Dalam Hukum Pidana Islam tidak ada perbedaan secara signifikan antara 
kejahatan dan pelanggaran, yang ada hanyalah Jari@mah atau Jina@yah karena kedua 
hal tersebut sudah mewakili sifat hukum pidana. Suatu perbuatan bisa di sebut 
Jari@mah apabila dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan kepada aturan 
masyarakat, norma-norma yang berlaku, atau merugikan kehidupan anggota 
masyarakat, baik benda atau nama baik dengan pertimbangan lain yang harus di 
hormati dan di pelihara1.  
Dari sudut pandang terminologi Al-Mawardi mendefinisikan jari@mah ialah 
semua perbuatan tanpa terkecuali yang di haramkan atau di larang oleh syara’ 
(melakukan hal-hal yang di larang dan meninggalkan yang di wajibkan) dengan 
ancaman oleh Allah dengan hukuman hadd atau ta’zi@r2. Sedangkan yang di maksud 
                                                             
1 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), (Bandung: Pustaka 
Setia, 2013), 13  
2 Ibid., 15.   


































dengan larangan ialah melakukan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan 
yang di perintahkan oleh syara’, yaitu suatu ketentuan yang berasal dari nass.  
Di tinjau dari segi yang di langgar jari@mah ta’zi@r di bagi menjadi dua yaitu: 
1. Jari@mah ta’zi@r yang menyinggung hak Allah  
2. Jari@mah ta’zi@r yang menyinggung hak individu  
Balapan Liar termasuk dalam jari@mah ta’zi@r yang menyinggung hak individu, karena 
kerugian yang di timbulkan dari jari@mah balapan liar hanya terhadap orang – orang 
tertentu dan tidak secara langsung kepada masyarakat umum.  
Suatu perbuatan dapat di anggap sebagai tindak pidana atau jari@mah apabila 
telah memenuhi beberapa unsur. Unsur tersebut meliputi3:  
1. Unsur Formal atau sudah ada Nass atau undang-undang yang mengatur perbuatan 
tersebut. Artinya setiap perbuatan tidak dapat di anggap melawan hukum dan 
pelakunya tidak dapat di pidana kecuali ada undang – undang atau nass yang 
mengaturnya. Dalam hukum positif hal ini di kenal dengan istilah asas legalitas 
yaitu suatu perbuatan tidak dapat di anggap melawan hukum dan pelakunya tidak 
dapat di anggap melawan hukum serta pelakunya tidak dapat di kenai sanksi 
sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya. Dalam syara’ lebih di kenal 
dengan istilah ar-rukn asy syar’i. Kaidah yang mendukung unsur ini adalah “tidak 
ada perbuatan yang di anggap melarang hukum dan tidak ada hukuman yang di 
jatuhkan kecuali adanya ketentuan nass.  
                                                             
3 Sahid, Epistemologi Hukum Pidana Islam (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 11.  


































2. Unsur Material ialah sifat melawan Hukum. Artinya subjek hukum tersebut 
menyalahi aturan atau UU yang sudah ada. Dalam hukum pidana islam unsur ini 
di sebut ar – rukn al – madi.  
3. Unsur Moral yakni pelakunya adalah mukallaf, yaitu orang yang dapat di mintai 
pertanggung jawaban atas jari@mah yang di lakukannya. Dalam hukum pidana 
islam unsur moral di sebut ar – rukn al – adabi, atau dalam istilah lain yaitu orang 
yang melakukan tindak pidana dapat di permasalahkan dan dapat di persesalkan, 
artinya bukan orang yang tidak waras, bukan anak – anak dan bukan karena di 
paksa.  
Bahwa pada penelitian yang di lakukan oleh penulis dan di dasarkan pada studi 
lapangan yang di peroleh penulis dalam penelitian ini dengan mengacu kepada ketiga 
unsur jari@mah tersebut bahwa balapan liar di jalan ring road kelurahan begadung 
kabupaten nganjuk merupakan sebuah jari@mah berupa jari@mah ta’zi@r karena pada 
kegiatan balapan liar tersebut ketiga unsur jari@mah yang meliputi unsur formal, 
unsur moral, dan unsur material terpenuhi semua:  
a. Unsur Formal: sudah jelas bahwa sudah ada peraturan khusus yang mengatur 
tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu berupa UU No 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maka balapan liar dalam hal ini sudah 
mengandung unsur formal sebagai jari@mah.  
b. Unsur Material: bahwa balapan liar sangat bertentangan dengan aturan lalu lintas 
yang berlaku, dengan bertolak pada beberapa pasal. Dan sifat melawan hukum 


































sangat jelas di dalamnya. Maka unsur material pada balapan liar sudah terdapat di 
dalamnya.  
c. Unsur Moral: beberapa pelaku balap liar ada yang masih sekolah dan belum cakap 
hukum namun sebagian besar di antaranya merupakan sudah mukallaf atau sudah 
dapat di mintai pertanggung jawaban. Maka unsur moral pada terjadinya jari@mah 
terhadap aksi balap liar sudah terdapat di dalamnya.  
Untuk lebih jelasnya, berikut adalah perbedaan antara jari@mah hudu@d dan 
jari@mah ta’zi@r 4:  
1. Dalam jari@mah hudu@d, tidak ada pemaafan, baik oleh perorangan maupun uli@ al-
amr (pemerintah). Bila seseorang telah melakukan jari@mah hudu@d dan terbukti 
didepan pengadilan, maka hakim hanya bisa menjatuhkan sanksi yang telah 
ditetapkan. Sedangkan dalam jari@mah ta’zi@r, kemungkinan pemaafan itu ada, baik 
oleh perorangan maupun oleh uli@ al-amr, bila hal itu lebih maslahat. 
2. Dalam jarīmah ta’zīr hakim dapat memilih hukuman yang lebih tepat bagi si 
pelaku sesuai dengan kondisi pelaku, situasi dan tempat kejahatan. Sedangkan 
dalam jarīmah hudūd yang diperhatikan oleh hakim hanyalah kejahatan material. 
3. Pembuktian jari@mah hudu@d dan qisa@s harus dengan sanksi atau pengakuan, 
sedangkan pembuktian jari@mah ta’zīr sangat luas kemungkinannya. 
                                                             
4 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana…, 45.   


































4. Hukuman hudu ̄d maupun qisa ̄s tidak dapat dikenakan kepada anak kecil karena 
syarat menjatuhkan hadd sipelaku harus sudah ba@ligh, sedangkan ta’zi ̄r itu bersifat 
pendidikan dan mendidik anak kecil itu boleh. 
Melalui ketiga unsur tersebut di atas dan perbedaan antara hudu@d dengan ta’zīr 
maka aksi balap liar merupakan sebuah jari@mah, dan jari@mah tersebut masuk dalam 
jari@mah ta’zi@r yang mana beberapa jenis hukuman jarīmah yang bisa di terapkan 
meliputi Penjara, Kurungan, ganti rugi, pukulan atau cambuk, teguran dengan kata-
kata dan jika dalam hukum pidana islam jenis hukuman yang berkaitan dengan ta’zīr 
di serahkan sepenuhnya kepada kewenangan penguasa atau uli@ al-amr. Maka dalam 
hal ini keputusan mengenai sanksi hukum dan pihak yang di beri kewenangan untuk 
menetapkan dan melaksanakan jenis hukuman ta’zi ̄r adalah pemerintah.   
Tujuan di berlakukannya sanksi ta’zīr adalah sebagai berikut5:  
1. Preventif atau pencegahan, di tujukan untuk orang lain yang belum melakukan 
jari@mah agar tidak melakukan tindak pidana yang lain.  
2. Represif atau memberikan efek jera, di maksudkan agar pelaku tidak mengulangi 
perbuatan jari@mah di kemudian hari.  
3. Kuratif, ta’zi@r harus mampu membawa perbaikan sikap bagi pelaku.  
4. Edukatif atau memberikan pendidikan, di maksudkan untuk memberikan 
pengajaran dan pendidikan sehingga di harapkan mampu di perbaiki pola hidup 
pelaku.   
                                                             
5 M.Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2016), 94. 


































Maka sesuai dengan analisis di atas di mulai dari jenis jari@mah, unsur jari@mah 
hukum Pidana Islam, dan Hukuman atas jari@mah balapan Liar serta tujuan dari di 
berlakukannya sanksi ta’zi@r  maka untuk pemberlakuan sanksi atas jari@mah ta’zi@r  
sepenuhnya di serahkan kepada Uli@ Al-Amr yang sedang berwenang di dasari oleh 
Ijtihad para hakim  dengan memperhatikan keadaan dan kondisi pelaku. Untuk jenis 
hukuman dan besar kecilnya hukuman yang akan di berlakukan dan di tujukan 
kepada pelaku sepenuhnya juga merupakan keputusan para hakim yang berwenang 
untuk memvonis perkara tersebut, karena ketentuan ta’zi@r tidak di atur secara pasti 
dalam nass tapi melainkan di serahkan penuh kepada para Hakim.  
 
B. Analisis Pasal 297 UU No. 22 Tahun 2009 Terhadap Balapan Liar Anak Remaja 
di Kelurahan Begadung  
Balapan yang di lakukan oleh anak remaja di sebut liar karena beberapa hal 
sebagai berikut :  
1. Balap liar ini tidak mendapat izin atas adanya kegiatan mereka, seperti dari 
kepolisian setempat, warga masyarakat setempat yang mendapat dampak secara 
langsung dari adanya kegiatan balapan liar tersebut. Sehingga bisa di katakan 
balapan tersebut illegal dan melanggar Norma hukum.  
2. Anak remaja yang terlibat di dalam aksi balap liar tidak menggunakan peraturan 
sesuai standart perlombaan seperti, adanya lampu start dan sensor untuk 


































menghitung waktu, tidak menggunakan helm sesuai standart SNI, tidak 
menggunakan jaket dan sarung tangan pelindung,  tidak lengkapnya kendaraan 
seperti spion, mesin yang tidak standart dsb.  
3. Tidak adanya panitia resmi atau organisasi yang menyelenggarakan aksi balapan 
tersebut sehingga sering terjadi salah paham dalam hal tersebut tidak adanya 
kejelasan dan kadang mengakibatkan perkelahian antar sesama pelaku balap liar.  
Di samping itu berdasarkan data di lapangan yang di peroleh penulis berikut 
merupakan beberapa unsur balapan liar:  
1. Joki  
2. Motor balap  
3. Judi atau taruhan  
4. Persaingan antar bengkel  
Langgar adalah Kata dasar dari pelanggaran. Bahwa Melanggar berarti 
menubruk, menabrak, menumbuk, menyalahi, melawan, menyerang atau melanda. 
Pelanggaran berarti memiliki arti perbuatan menyalahi aturan, atau tindak pidana 
yang lebih ringan dari pada kejahatan. Dengan kesesuaian ancaman hukuman di 
bawah lima tahun atau denda yang tidak begitu besar di bandingkan dengan denda 
tindak pidana kejahatan.  
Pelanggaran ketertiban umum terdapat pada buku III KUHP yang tidak di 
jelaskan mengenai arti pelanggaran itu sendiri. Pelanggaran adalah wetsdelicten 
yaitu merupakan perbuatan atau tindakan yang sifat melawan hukumnya baru bisa di 


































ketahui dan di Analisa setelah ada wet yang mengaturnya sedemikian rupa6. Maka 
maksud dari itu adalah suatu tindakan dapat di katakan melanggar apabila 
menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau undang – 
undang yang mengaturnya. Namun walaupun demikian telah mengakibatkan sifat 
melawan Hukum belum dapat dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran jika belum ada 
perundang – undangan yang mengaturnya.  
Berdasarkan hasil dari studi lapangan dan literature yang di lakukan oleh 
penulis bahwa aksi balapan liar di kalangan anak remaja di Kelurahan Begadung 
Kabupaten Nganjuk mengandung unsur bertentangan yang memuat pelanggaran 
pada lalu lintas jalan sebagaimana di atur pada UU No 22 tahun 2009 tentang lalu 
lintas dan angkutan jalan. Bahwa sesuai pada pasal 211 KUHAP7 dan UU No 22 
Tahun 20098, balapan liar telah melanggar beberapa ketentuan sebagai berikut:  
“Yang di periksa menurut acara pemeriksaan pada paragraf ini ialah perkara 
pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan”. 
(pasal 211 KUHAP) 
1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor sebagaimana pasal 115 
huruf B berbalapan di jalan di pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau 
denda paling banyak Rp.3.000.000,00 ( tiga juta rupiah). (pasal 297 UU 22 thn 
2009) 
                                                             
6 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 78. 
7 Andi Hamzah, KUHP & KUHAP, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 318.  
8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 


































2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya 
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan 
kendaraan dan/atau barang sebagaimana di maksud dalam pasal 229 ayat (3), di 
pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan /atau denda paling 
banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). (pasal 310 UU 22 thn 2009)  
3. Setiap orang yang merusak rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat 
lalu lintas,fasilitas pejalan kaki dan alat pengaman pengguna jalan dan tidak 
berfungsi (pasal 275 ayat (2), jo pasal 28 ayat (2))  
4. Pengemudi (pengemudi semua jenis kendaraan bermotor) tidak dapat menunjukan 
SIM yang sah (Pasal 288 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (5) huruf b mengemudikan 
kendaraan bermotor di jalan, tidak memiliki SIM (Pasal 281 jo Pasal 77 ayat(1));  
5. Kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan 
oleh Polri (Pasal 288 ayat (1) jo Pasal 77 ayat (1)), kendaraan bermotor tidak 
dipasangi TNKB yang ditetapkan oleh Polri (Pasal 280 jo Pasal 68 ayat (1)), 
kendaraan bermotor di jalan dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu 
keselamatan berlalu lintas antara lain: bumper tanduk dan lampu menyilaukan 
(Pasal 279 jo Pasal 58);  
6. Tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu (Pasal 193 
ayat (1) jo Pasal 107 ayat (1));  


































7. Mengemudi kendaraan yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah, tidak 
mengenakan sabuk keselamatan dan tidak menggunakan helm (Pasal 290 jo Pasal 
106 ayat (7)); 
8. Melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah (Pasal 287 
ayat (5) jo Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a); 
9. Kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis meliputi: kaca spion, 
klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan 
kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul 
cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, 
bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca (Pasal 285 ayat (2) jo 
Pasal 106 ayat (3) jo Pasal 48 ayat (2)); 
10. Pengendara sepeda motor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari 
(Pasal 293 ayat (2) jo Pasal 107 ayat (2)), tidak mengenakan helm SNI (Pasal 291 
ayat (2) jo Pasal 106 ayat (8)), membiarkan penumpangnya tidak mengenakan 
helm (Pasal 291 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (8); 
Menurut simons, unsur – unsur tindak pidana (strafbaar feit ) adalah sebagai 
berikut9: 
1. Perbuatan Manusia ( Positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau 
membiarkan ) 
2. Adanya ancaman pidana  
                                                             
9 Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 
2015), 11.  


































3.  Perbuatan melawan hukum  
4. Di lakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggung jawab. 
Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak 
pidana:  
1. Perbuatan orang  
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu  
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu  
Unsur subjektif:  
1. Orang yang mampu bertanggung jawab  
2. Adanya kesalahan (dollus atau culpa)  
3. Perbuatan harus di lakukan dengan kesalahan  
Menurut moeljatno unsur – unsur perbuatan pidana meliputi:  
1. Perbuatan (manusia)  
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang – undang (syarat formal) 
3. Bersifat melawan hukum (syarat metaeriil)  
Balapan liar yang di teliti oleh penulis merupakan sebuah perbuatan pidana, di 
karenakan aksi balapan liar tersebut telah memenuhi beberapa unsur pidana: (1) 
perbuatan, (2) adanya kesalahan, (3) adanya ancaman pidana, (4) bersifat melawan 
hukum. 


































Unsur perbuatan terpenuhi, dengan adanya perbuatan balapan liar sudah 
membuktikan bahwa aksi pelanggaran yang di lakukan oleh para remaja tersebut 
merupakan sebuah perbuatan.  
Unsur adanya kesalahan terpenuhi, kesalahan yang di maksud di sini adalah 
dollus dan culpa yaitu dollus merupakan kesengajaan Dan culpa merupakan 
kelalaian. Bahwa pada aksi balapan liar merupakan sebuah perbuatan yang di 
sengaja. 
Unsur ancaman pidana terpenuhi, bahwa sudah di atur ketentuan pidana pada 
UU No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kegiatan balapan liar 
di ancam pidana pada pasal 297.  
Unsur melawan hukum terpenuhi, perbuatan balapan liar telah menyalahi 
aturan yang di buat melalui UU No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan 
jalan. Unsur melawan hukum pada balapan liar terdapat pada pasal 115 UU No.22 
tahun 2009.  
Berdasarkan analisis sesuai pada UU No 22 Tahun 2009, maka dapat di 
kategorikan bahwa aksi balapan liar yang di lakukan oleh anak remaja Kelurahan 
begadung Kebupaten Nganjuk telah melanggar delapan pasal utama dalam berlalu 
lintas. Dan berdasarkan pada pasal 297 bahwa berbalapan dengan kendaraan 
bermotor lain di kenai sanksi berupa pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun atau 
denda paling besar Rp.3.000.000,00 ( tiga juta rupiah).  



































 BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Dari penelitian dan data yang di peroleh dari lapangan dan referensi terkait 
seperti keperpustakaan dan sebagainya, maka dari berbagai pemaparan tersebut 
dapat di simpulkan bahwa:  
1. Deskripsi balapan liar anak remaja di kelurahan begadung kabupaten nganjuk 
bahwa sesuai dengan data yang di peroleh penulis di lapangan dengan keadaan 
yang sebenarnya. Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan baik mobil 
ataupun motor dengan memperhatikan aspek jenis motor, kapasitas mesin, dan 
kecepatan kendaraan yang di lakukan di lintasan umum. Artinya kegiatan ini 
sama sekali tidak di lakukan di lintasan resmi tapi melainkan di lakukan di jalan 
raya umum. Dan yang terjadi di kelurahan begadung kabupaten nganjuk adalah 
anak – anak remaja di daerah tersebut melakukan aksi balapan liar mulai pukul 
24:00 sampai 03:00 dini hari hingga menjelang subuh, kegiatan tersebut di warnai 
dengan berbagai kalangan mulai dari anak smp, anak sma, dan bahkan 
pengangguran juga ada di dalamnya. Balapan liar sering sekali di razia oleh polisi 
setempat tapi usaha polisi tersebut tidak berhasil di karenakan usai razia para 


































anak remaja tetap mengulangi perbuatan mereka, hingga salah satu dari pihak 
yang berbalapan menang dari balapan tersebut.   
2. Pandangan Hukum Islam terhadap balapan liar anak remaja terkait pertanggung 
jawaban atas pelanggaran yang telah di lakukan merupakan sebuah jari@mah ta’zi@r 
dan dengan itu sudah sepatutnya di hukum dengan hukuman ta’zi@r, yaitu ialah 
yang jenis hukuman dan berat ringannya hukuman di serahkan sepenuhnya kepada 
Uli@ Al-Amr atau Hakim dengan memperhatikan, menimbang dan memutus 
perkara sesuai dengan situasi dan kondisi pelaku demi terciptanya kemaslahatan 
umat.   
Hukum Positif sesuai pada pasal 297 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan menyebutkan dengan tegas bahwa “setiap orang yang 
mengemudikan kendaraan bermotor di jalan di pidana kurungan paling lama 1 
(satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”. Maka 
sesuai dengan peraturan di sertai sanksi tersebut pelaku balap liar di jalan ring 
road begadung kabupaten nganjuk dapat di kategorikan sebagai pelaku 
pelanggaran pidana serta melanggar UU lalu lintas jalan.  
 
B. Saran 
Sesuai pada kesimpulan di atas yang di dapat dari pemaparan sebelumnya, 
maka berdasarkan penjelasan tersebut dapat di sarankan beberapa hal sebagai 
berikut:  


































1. Pihak Kepolisian atau Penegak Hukum di harapkan bisa terus melakukan 
koordinasi dengan elemen masyarakat agar terjalin hubungan baik demi 
penegakan hukum di wilayah yang menjadi lokasi balapan liar yang di lakukan 
oleh para anak remaja.  
2. Pihak Satlantas bekerjasama dengan warga Masyarakat sekitar guna ketika akan 
ada balapan liar warga masyarakat tersebut sudah memberikan informasi terlebih 
dahulu dan seketika polisi akan datang lebih awal untuk mencegah aksi balapan 
liar anak remaja.   
3. Memberikan peringatan yang tegas ketika balapan liar sedang berlangsung, dan 
memblokade jalan agar para pelaku balap liar tidak mengulangi perilaku 
menyimpang tersebut.  
4. Untuk mewujudkan kesadaran hukum akan peraturan di jalan raya tidak hanya 
tugas kepolisian melainkan tugas kita bersama. 
5. Keluarga dan masyarakat memberikan bimbingan dan nasihat secara berkala 
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